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ABSTRAK
Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Uang Adat Berbasis Matrilokal
Dalam Tradisi Perkawinan Di Desa Pendung Talang Genting,
Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sistem penetapan uang adat
yang terstruktur berdasarkan jenis pernikahan dan lokasi. Sistem ini mengatur
besaran uang adat secara berbeda untuk berbagai skenario pernikahan yang terjadi
di dalam dan luar desa. Tujuan penelitian untuk mengungkapkan. Tinjauan
Hukum Islam tentang Perbedaan Uang Adat Berbasis Matrilokal Dalam Tradisi
Perkawinan Di Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci,
Kabupaten Kerinci .Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
Informan dalam penelitian ini kepala desa. alim ulama tokoh adat dan masyarakat.
Teknik pengumpulan data menggunakan, observasi, wawancara dan
dokumentasi. Analisis data terdiri dari reduksi data, data display dan verifikasi
dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan  Teknik
triangulasi sumber (data) dan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data
yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti. Hasil
penelitian Penelitian ini mengkaji dasar hukum dan praktik penerapan uang adat
berbasis matrilokal dalam perkawinan di Desa Pendung Talang Genting,
Kabupaten Kerinci ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penetapan uang adat
berpijak pada filosofi "Adat bersandi syarak, syarak bersandi Kitabullah” dan
prinsip "Ndek Jadi anak janten anak batinu rio soto rio ginggang" yang
menegaskan posisi istimewa perempuan dalam sistem matrilokal. Dasar
penetapannya melalui musyawarah adat yang melibatkan Imam Adat, Sarak, Tuan
Kodi, dan Depati Ninik Mamak, dengan besaran yang berkembang dari Rp 6.000
(1990) hingga Rp 600.000-1.800.000 saat ini berdasarkan status dan asal
pengantin. Dalam perspektif hukum Islam, beberapa aspek sejalan dengan prinsip
syariah seperti penggunaan dana untuk kemaslahatan bersama dan musyawarah
dalam penetapannya (konsep 'urf shahih dan mashlahah ‘ammah), namun terdapat
aspek yang memerlukan penyesuaian terkait perbedaan besaran berdasarkan
gender yang berpotensi bertentangan dengan prinsip taisir dan keadilan dalam
Islam.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Perbedaan Uang Adat, Matrilokal
Dalam Tradisi Perkawinan
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ABSTRACT

Islamic Legal Review of the Difference in Customary Marriage Money Based
on Matrilocal Tradition in Pendung Talang Genting Village, Danau Kerinci
Subdistrict, Kerinci Regency

This research is motivated by the structured system of setting customary
marriage money based on the type of marriage and location. This system
regulates the amount of customary money differently for various marriage
scenarios, both within and outside the village. The purpose of this study is to
explore the Islamic legal perspective on the difference in customary marriage
money based on matrilocal tradition in Pendung Talang Genting Village, Danau
Kerinci Subdistrict, Kerinci Regency. This study uses a qualitative research
method. The informants in this research are the village head, religious scholars,
traditional leaders, and community members. Data collection techniques include
observation, interviews, and documentation. Data analysis involves data
reduction, data display, verification, and conclusion drawing. The data validity
technique uses source triangulation (data) and method triangulation to validate
the data related to the research problem being examined. The findings of this
study examine the legal basis and the practice of applying customary marriage
money based on matrilocal tradition in Pendung Talang Genting Village, Kerinci
Regency, from an Islamic legal perspective. The determination of customary
marriage money is based on the philosophy "Adat bersandi syarak, syarak
bersandi Kitabullah™ and the principle "Ndek Jadi anak janten anak batinu rio
soto rio ginggang,” which emphasizes the special position of women in the
matrilocal system. The determination process is through traditional deliberation
involving the Imam Adat, Sarak, Tuan Kodi, and Depati Ninik Mamak, with
amounts ranging from Rp 6,000 (1990) to Rp 600,000-1,800,000 today,
depending on the status and origin of the bride and groom. From an Islamic legal
perspective, several aspects align with Sharia principles, such as the use of funds
for public welfare and deliberation in its determination (the concept of ‘urf shahih
and mashlahah "ammah), but there are aspects that need adjustments concerning
gender-based differences in amounts, which may potentially contradict the
principles of ease (taisir) and justice in Islam.

Keywords: Islamic Legal Review, Difference in Customary Money,
Matrilocal Tradition in Marriage
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A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari
tradisi pemberian uang adat yang telah mengakar kuat dalam berbagai
kelompok etnis (Ridwan, 2023:12). Menurut (Muhammad, 2021:34) dalam
bukunya "Adat dan Perkawinan di Nusantara”, uang adat merupakan bentuk
pembayaran simbolis yang mencerminkan penghargaan terhadap keluarga
mempelai dan menjadi pengikat hubungan antara dua keluarga. Praktik ini
memiliki variasi yang beragam di setiap daerah, mencerminkan kekayaan
budaya Indonesia dalam konteks perkawinan adat.

Sistem kekerabatan matrilokal yang dianut oleh beberapa masyarakat
di Indonesia memberikan pengaruh signifikan terhadap penetapan uang adat.
Sebagaimana dijelaskan oleh (Nurwahida, 2022:56) dalam penelitiannya
"Dinamika Sistem Matrilokal dalam Perkawinan Adat Indonesia”, sistem ini
menempatkan garis keturunan ibu sebagai penentu dalam berbagai aspek
kehidupan, termasuk dalam penetapan besaran uang adat perkawinan.
Kondisi ini menciptakan pola yang unik dalam praktik perkawinan, di mana
keluarga mempelai perempuan memiliki posisi yang lebih dominan dalam
penentuan persyaratan perkawinan (Eva, 2018:45).

Islam memandang tradisi ('urf) sebagai salah satu sumber hukum yang
dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Menurut (Hendra,

2018:12) al-'urf didefinisikan sebagai sesuatu yang telah dikenal oleh



masyarakat dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan
atau pantangan-pantangan, dan juga disebut adat. Pemahaman ini
memberikan ruang bagi praktik adat yang telah mengakar dalam masyarakat
untuk tetap dilaksanakan dengan batasan-batasan tertentu (Masthuriyah,
2022:34).

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 199:

<

Cileal e (m 215 caally 2l gl 34

Artinya: "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf,

serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh."(Departemen
Agama, 2012)

Ayat tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh (Elsaninta & Vanny,
2021:5) dalam "Tafsir Al-Munir”, menunjukkan bahwa Islam mengakui dan
menghargai adat kebiasaan (‘urf) yang baik dalam masyarakat. Ayat ini
menjadi landasan penerimaan tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariah, termasuk dalam konteks perkawinan. Namun, implementasi
‘urf harus memenuhi kriteria tidak mendatangkan kemudharatan dan tidak
bertentangan dengan nash yang tegas (Elsaninta & Vanny, 2021:3).

Faktual di lapangan menunjukkan bahwa praktik uang adat dalam
perkawinan sering menimbulkan permasalahan sosial-ekonomi. Penelitian
(Evaristo, 2020:14 dalam "Problematika Uang Adat dalam Perkawinan
Kontemporer" mengungkapkan bahwa 67% masyarakat di berbagai daerah

Indonesia mengalami kesulitan ekonomi akibat tuntutan uang adat yang

tinggi. Hal ini sering menyebabkan penundaan perkawinan dan bahkan



membatalkan rencana pernikahan karena ketidakmampuan memenuhi
persyaratan uang adat (Arzam et al., 2017:11).

Praktik ini menimbulkan berbagai tanggapan di masyarakat. (Restia,
2021:78) dalam "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia™ menegaskan bahwa
pembedaan besaran uang adat berdasarkan gender dapat berpotensi
bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Hal ini diperkuat oleh
penelitian (Nurhasanah, 2020:56) yang menemukan bahwa 75% responden
dari kalangan muda di Desa Pendung Talang Genting merasa terbebani
dengan sistem ini.

Perspektif hukum Islam terhadap fenomena ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara praktik adat dan prinsip-prinsip syariah. (Ramla, 2021:34)
menyoroti bahwa meskipun Islam mengakui 'urf sebagai sumber hukum,
pembedaan uang adat yang memberatkan satu pihak dapat bertentangan
dengan prinsip ‘adamul haraj (menghilangkan kesulitan) dalam Islam. Praktik
ini perlu dikaji ulang untuk memastikan keselarasannya dengan magashid
syariah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Masthuriyah, 2022:233)
tentang  “"Implementasi Hukum Adat dalam Perspektif Syariah”
mengungkapkan bahwa dari 50 kasus pernikahan yang tertunda di selama
tahun 2023, 35 kasus di antaranya disebabkan oleh ketidakmampuan
memenuhi uang adat. Data ini menunjukkan bahwa praktik tersebut
berpotensi menghambat tujuan pernikahan yang dalam Islam dipandang

sebagai ibadah dan cara menjaga kesucian diri (hifdzun nasl).



Fenomena yang terjadi di Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan
Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci memperlihatkan  kompleksitas
permasalahan ini. Sistem matrilokal yang dianut masyarakat setempat
mengharuskan pasangan yang telah menikah untuk tinggal di kediaman pihak
istri. Praktik ini telah berlangsung dan menjadi bagian integral dari identitas
masyarakat Kerinci. Sistem ini kemudian berimplikasi pada penentuan uang
adat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 29 Juni 2024 dan
diperkuat dengan wawancara dengan tokoh masyarakat selaku Ketua Adat
Desa Pendung Talang Genting, ditemukan adanya sistem penetapan uang adat
yang terstruktur berdasarkan jenis pernikahan dan lokasi. Sistem ini mengatur
besaran uang adat secara berbeda untuk berbagai skenario pernikahan yang
terjadi di dalam dan luar desa. Untuk mempelai laki-laki yang menikah
dengan perempuan dari luar desa, ditetapkan uang adat sebesar Rp. 600.000.
Sementara itu, untuk mempelai perempuan dari Desa Pendung Talang
Genting yang menikah dengan laki-laki dari desa yang sama, besaran uang
adat juga ditetapkan sebesar Rp. 600.000. Ketentuan berbeda berlaku ketika
perempuan dari Desa Pendung Talang Genting menikah dengan laki-laki dari
luar desa, di mana uang adat yang harus dibayarkan meningkat menjadi Rp.
1.200.000. Aturan yang lebih ketat diberlakukan untuk kasus pernikahan yang
dilakukan di luar desa tanpa sepengetahuan ninik mamak, khususnya ketika
perempuan dari Desa Pendung Talang Genting menikah dengan laki-laki dari

luar desa. Dalam situasi ini, diberlakukan "denda adat" sehingga total



pembayaran uang adat menjadi Rp. 1.800.000. Ketentuan ini mencerminkan
upaya masyarakat adat untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi dan sistem
matrilokal yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Desa
Pendung Talang Genting.

Hasil wawancara dengan tokoh agama setempat, pada observasi awal
mengungkapkan adanya kekhawatiran bahwa praktik ini dapat mendorong
pasangan untuk memilih jalur pernikahan tidak resmi atau bahkan
membatalkan niat baik untuk menikah. Situasi seperti ini bertentangan
dengan prinsip taisir (kemudahan) yang diajarkan Islam dalam urusan
pernikahan.

Kesenjangan yang teridentifikasi dari kajian literatur menunjukkan
bahwa belum ada penelitian komprehensif yang menganalisis praktik
perbedaan uang adat berbasis matrilokal di Desa Pendung Talang Genting
dari perspektif hukum Islam. Novelty penelitian ini terletak pada upaya
menghadirkan analisis mendalam tentang harmonisasi antara hukum Islam
dan praktik adat matrilokal dalam konteks uang adat perkawinan.
Menekankan pentingnya pendekatan yang mempertimbangkan baik aspek
syariah maupun kearifan lokal dalam menyelesaikan problematika adat
perkawinan.

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis dalam penelitian
ini mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Uang
Adat Berbasis Matrilokal Dalam Tradisi Perkawinan Di Desa Pendung

Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci”.



B. Rumusan Masalah
Untuk memperjelas penelitian, maka perlu dilakukan perumusan
masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum depati ninik mamak dalam menetapkan besaran uang
adat berbasis matrilokal dalam tradisi perkawinan di Desa Pendung
Talang Genting?

2. Bagaimana praktik penerapan uang adat berbasis matrilokal dalam tradisi
perkawinan dalam perspektif hukum Islam di Desa Pendung Talang
Genting?

C. Batasan Masalah
Selanjutnya batasan masalah terfokus pada bagaimana terjadinya
perbedaan uang adat berbasis matrilokal dalam tradisi perkawinan di Desa
Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci
menurut perspektif hukum Islam.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah maka yang menjadi tujuan
penelitian ini adalah:
a. Mendeskripsikan dasar hukum depati ninik mamak dalam
menetapkan besaran uang adat berbasis matrilokal dalam tradisi

perkawinan di Desa Pendung Talang Genting



b. Menganalisis praktik penerapan uang adat berbasis matrilokal dalam
tradisi perkawinan dalam perspektif hukum Islam di Desa Pendung
Talang Genting.

2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis
dan praktis:
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu
pengetahuan di bidang hukum  Islam dan antropologi hukum,
khususnya terkait dengan interaksi antara adat istiadat lokal dan
hukum Islam dalam perkawinan. Penelitian ini juga dapat memberikan
kontribusi pada pengembangan teori tentang adaptasi hukum Islam
dalam masyarakat yang masih memegang teguh tradisi adat, terutama
dalam konteks sistem kekerabatan matrilokal.
b. Manfaat Praktis:

1) Menyediakan dokumentasi komprehensif tentang Perbedaan
Uang Adat Berbasis Matrilokal Dalam Tradisi Perkawinan
sebagai upaya pelestarian budaya.

2) Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat
Desa Pendung Talang Genting, khususnya dalam memahami
bagaimana praktik perbedaan uang adat dalam tradisi perkawinan

mereka dapat diharmonisasikan dengan hukum Islam.



3) Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para
pemangku kebijakan di tingkat desa dan tokoh agama untuk
memberikan panduan yang lebih jelas dan solutif dalam
menyelesaikan potensi konflik yang mungkin timbul akibat
perbedaan uang adat.

4) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan landasan
bagi masyarakat dalam mengadaptasi tradisi mereka agar tetap
relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa
meninggalkan esensi budaya lokal mereka.

E. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan topik Tinjauan Hukum Islam

tentang Perbedaan Uang Adat Berbasis Matrilokal Dalam Tradisi Perkawinan

Di Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten

Kerinci, antara lain:

1. (Masthuriyah, 2022) dengan judul "Dinamika Uang Adat dalam
Perkawinan Matrilokal: Studi Kasus di Desa Sungai Penuh, Kabupaten
Kerinci" yang dipublikasikan dalam Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial
Budaya, Volume 25, Nomor 1, halaman 78-92 (ISSN: 1410-8356).
Penelitian ini mengkaji permasalahan perubahan nilai dan fungsi uang adat
dalam sistem perkawinan matrilokal di era modern, menggunakan metode
etnografi dengan wawancara mendalam dan observasi partisipan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa uang adat masih memiliki fungsi simbolik

penting, namun nilai nominalnya lebih fleksibel dibanding masa lalu.



2. (Riska Amelia, 2020) dalam jurnal yang berjudul "Analisis Tradisi Uang
Adat dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau di Nagari Lubuk
Basung" pada tahun 2020. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa uang
adat dalam perkawinan masyarakat Minangkabau memiliki nilai filosofis
sebagai pengikat hubungan kekerabatan antara kedua keluarga dan
menjadi simbol tanggung jawab keluarga pihak laki-laki kepada pihak
perempuan. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian
tentang uang adat dalam konteks perkawinan pada masyarakat yang
menganut sistem matrilineal. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi
penelitian yang berbeda serta penelitian tersebut lebih menekankan pada
aspek filosofis, sementara penelitian saya lebih berfokus pada variasi
nominal dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan uang adat.

3. (Muhammad Ridwan, 2021) dengan judul "Dinamika Uang Japuik dalam
Adat Perkawinan di Kabupaten Padang Pariaman” yang dipublikasikan
tahun 2021. Hasil penelitiannya mengungkapkan adanya pergeseran
makna dan nominal uang japuik dari waktu ke waktu sebagai dampak
modernisasi, dimana saat ini besaran uang japuik lebih fleksibel dan
disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Persamaan dengan
penelitian saya adalah sama-sama mengkaji perubahan nilai uang adat
dalam konteks perkawinan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus
penelitian, dimana penelitian tersebut membahas uang japuik yang

merupakan pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki,



sementara penelitian saya mengkaji uang adat yang diberikan pihak laki-
laki kepada pihak perempuan.
F. Metodoe Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Menurut (Creswell, 2020:34) dalam bukunya
"Qualitative Inquiry and Research Design”, penelitian kualitatif
merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang
dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini
dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena sosial-
budaya tentang perbedaan uang adat berbasis matrilokal dalam tradisi
perkawinan di Desa Pendung Talang Genting secara holistik dan
komprehensif.

Dalam  konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif
memungkinkan peneliti untuk: 1). Mengeksplorasi secara mendalam
praktik perbedaan uang adat yang berlaku di masyarakat. 2). Memahami
perspektif dan pengalaman langsung dari para pelaku adat dan
masyarakat. 3). Menganalisis keterkaitan antara sistem matrilokal dengan
penetapan uang adat. 4). Mengkaji fenomena ini dari sudut pandang
hukum Islam secara kontekstual

Sementara itu, pendekatan deskriptif, sebagaimana dijelaskan
oleh Sugiyono (2024:4) dalam "Metode Penelitian Kualitatif”, bertujuan

untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai
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fakta-fakta dan sifat-sifat dari fenomena yang diteliti. Dalam penelitian
ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk: 1). Mendeskripsikan secara
detail praktik perbedaan uang adat yang berlaku. 2). Menjelaskan sistem
matrilokal yang menjadi basis penetapan uang adat. 4). Menguraikan
pandangan hukum Islam terkait praktik tersebut dan 5). Menggambarkan
dampak sosial-ekonomi dari praktik ini di masyarakat.

Kombinasi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif
memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengumpulkan data faktual,
tetapi juga memahami makna di balik praktik tersebut. Sebagaimana
dikemukakan oleh Afrizal (2023:12) dalam "Metode Penelitian Kualitatif
dalam Studi Sosial”, pendekatan ini sangat sesuai untuk mengkaji
fenomena adat yang memiliki kompleksitas sosial-budaya dan
keagamaan.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan data
melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan tokoh adat,
tokoh agama, dan masyarakat, serta studi dokumentasi yang berkaitan
dengan praktik uang adat di Desa Pendung Talang Genting. Data yang
terkumpul kemudian akan dianalisis secara induktif untuk memperoleh
pemahaman yang mendalam tentang fenomena ini dari perspektif hukum

Islam.
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2. Sumber Data
a. Data primer
Data utama diperoleh secara langsung dari subjek penelitian,
yang berarti data ini diambil melalui wawancara langsung dengan
mereka (Yusuf, 2019:12). Sumber data utama dalam studi ini adalah
informasi yang dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian,
yaitu melalui hasil wawancara dengan informan penelitian.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari
sumber-sumber yang sudah ada, seperti catatan, buku, majalah,
laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel,
dan buku-buku teori (Sugiyono, 2018:4). Data ini telah dikumpulkan
dan diolah oleh pihak lain, seringkali dalam bentuk publikasi. Untuk
penelitian ini, sumber data sekunder meliputi buku, literatur, artikel,
jurnal, tesis, disertasi, dokumentasi institusi, hasil penelitian
sebelumnya, dan situs internet yang relevan dengan topik penelitian.
Informan Penelitian
Informan penelitian adalah para ahli yang dapat memberikan
informasi dan data yang diperlukan untuk penelitian (Sugiyono,
2017:67). Dalam penelitian ini penulis mengambil bahan yang digunakan
sebagai informasi penelitian, yaitu pihak yang dapat memberikan
informasi dan informasi resmi seperti bahan informasi dan data

penelitian. Sedangkan data yang menjadi sasaran pernyataan adalah
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seluruh data yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial. Informan
dalam penelitian ini adalah kepala rumah tangga, tokoh adat, tokoh
agama, tokoh masyarakat, orang tua istri dan suami korban konflik.

Tujuan pemilihan informan adalah untuk memperoleh informasi
rinci dari berbagai sudut pandang, antara lain pengalaman spesifik
pasangan, sudut pandang agama dan budaya, sudut pandang profesional,
serta sudut pandang kebijakan dan pendidikan. Sejumlah peneliti
dipersiapkan untuk kebutuhan mengumpulkan data dan informasi
mendalam di bidang penelitian kualitatif.
. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai

berikut:
a. Pengamatan (Observasi)

Observasi sebagai metode pengumpulan data mempunyai
ciri-ciri tertentu dibandingkan metode lainnya yaitu wawancara dan
angket. Jika wawancara dan kuisioner selalu bersentuhan dengan
orang, maka perhatiannya tidak terbatas pada orang saja, tetapi juga
pada hal-hal alam lainnya ((Syakirman, 2016:45). Dalam penelitian
ini, penulis melakukan observasi langsung terhadap Tinjauan Hukum
Islam tentang Perbedaan Uang Adat Berbasis Matrilokal Dalam
Tradisi Perkawinan Di Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan

Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci.
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b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi
yang diperlukan untuk menyajikan gambaran sebenarnya tentang
peristiwa atau peristiwa untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan
bukan untuk mengubah atau mempengaruhi pendapat responden
(Riduwan, 2016:7). Dengan cara ini penulis menggunakan
wawancara terbuka yang berisi pertanyaan-pertanyaan sedemikian
rupa sehingga pihak tergugat atau pewawancara tidak hanya sebatas
jawaban beberapa kata saja, namun dapat menjelaskan secara
panjang lebar mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan
Uang Adat Berbasis Matrilokal Dalam Tradisi Perkawinan Di Desa
Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten
Kerinci.

c. Dokumentasi

Dokumen mencari data tentang suatu hal atau variabel yang
terdapat dalam catatan, dokumen, buku, surat kabar, majalah,
notulen dll (Riduwan, 2016:189). Dalam hal ini penulis akan
mengumpulkan dokumen-dokumen berupa gambar bergerak dan
gambar diam dalam Pembahasan Tinjauan Hukum Islam tentang
Perbedaan Uang Adat Berbasis Matrilokal Dalam Tradisi
Perkawinan Di Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau

Kerinci, Kabupaten Kerinci, Oleh karena itu, data yang diperlukan
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untuk mendukung hal tersebut sah dengan mencari dokumen-
dokumen yang diperlukan untuk keperluan penelitian, seperti data
tentang sejarah berdirinya, letak kawasan, dan letak sarana dan

prasarana.

5. Instrumen Penelitian

Alat penelitian adalah alat atau sumber yang digunakan peneliti
untuk mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya
lebih baik, akurat, lengkap dan terorganisir sehingga lebih mudah
ditemukan dan dipahami. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah peneliti sendiri dengan bentuk pedoman wawancara dan pedoman

observasi.

6. Teknik Analisa Data

Model analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu data

reduction, data display, dan verification, yang diuraikan dibawabh ini:

a. Reduksi Data

Data Jumlah yang ditemukan di lapangan sangat besar sehingga
perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data artinya: merangkum,
memilih hal-hal penting, memusatkan perhatian pada hal-hal penting,
menemukan tema dan pola, serta membuang hal-hal yang tidak
relevan. Data yang lebih sedikit akan memberikan gambaran yang
lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan data lebih banyak

dan mendalaminya bila diperlukan (Riduwan, 2016:34).
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b. Penyajian Data
Setelah data direduksi, langkah selanjutnya untuk menyajikan
data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk: uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori, daftar alur dan lain
sebagainya (Riduwan, 2016:14)
c. Penarikan Kesimpulan
Langkah  ketiga adalah  menarik  kesimpulan  dan
memverifikasinya. Kesimpulan awal yang diambil bersifat tentatif, dan
akan berubah jika tidak ditemukan bukti pendukung yang kuat pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan
tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat
peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat
dipercaya (reliable).
7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan beberapa
metode verifikasi:

a. Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik validasi data yang
memanfaatkan sumber eksternal untuk verifikasi atau perbandingan.
Metode ini umumnya melibatkan pemeriksaan melalui berbagai
sumber. Terdapat empat jenis triangulasi yang menggunakan sumber,

metode, investigator, dan teori.
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b. Observasi. Berkelanjutan Memperpanjang periode observasi dapat
meningkatkan kredibilitas data. Hal ini melibatkan kembali ke
lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara tambahan,
baik dengan sumber yang sudah ada maupun yang baru. Proses ini
memperkuat hubungan antara peneliti dan sumber, meningkatkan
keterbukaan dan kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh
menjadi lebih komprehensif

c. Peningkatan Ketelitian dalam Penelitian Meningkatkan ketelitian
secara konsisten memungkinkan pencatatan data dan urutan
kronologis peristiwa dengan lebih akurat dan sistematis. Metode ini
merupakan salah satu cara untuk mengontrol dan memeriksa apakah
data yang telah dikumpulkan, diolah, dan disajikan sudah akurat

(Idrus, 2019:7).
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BAB I1
LANDASAN TEORI

A. Teori Matrilokal

Teori matrilokal merupakan konsep yang menjelaskan sistem
kekerabatan di mana pasangan yang baru menikah tinggal bersama atau
dekat dengan keluarga pihak istri (Masthuriyah, 2022:3). Menurut
(Elsaninta & Vanny, 2021:12) dalam bukunya "Pengantar IImu
Antropologi”, sistem matrilokal ini umumnya ditemukan dalam
masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis
keturunan ditarik dari pihak ibu. Dalam sistem ini, perempuan memiliki
peran yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan keluarga dan
pengelolaan harta warisan.

Teori matrilokal ini memiliki akar yang kuat dalam studi antropologi
dan sosiologi. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi signifikan
dalam pengembangan teori ini adalah George Peter Murdock (Arzam et
al., 2017:7). Dalam penelitiannya yang dikutip oleh Hidayat (2019:2)
dalam jurnal "Sistem Kekerabatan dan Perubahan Sosial: Studi Kasus
Masyarakat Minangkabau”, Murdock mengidentifikasi bahwa sistem
matrilokal sering kali berkorelasi dengan masyarakat yang memiliki
ekonomi berbasis pertanian, di mana perempuan memiliki peran penting
dalam produksi dan distribusi hasil pertanian (Nurhasanah, 2020:21).

Dengan memahami teori matrilokal dan hubungannya dengan tradisi

perkawinan, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih kaya tentang
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keragaman struktur sosial dan budaya manusia. Hal ini juga dapat
memberikan perspektif yang berharga dalam upaya menciptakan
kesetaraan gender dan memahami dinamika kekuasaan dalam keluarga dan
masyarakat.

Dengan memahami teori matrilokal dan hubungannya dengan tradisi
perkawinan, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih kaya tentang
keragaman struktur sosial dan budaya manusia. Hal ini juga dapat
memberikan perspektif yang berharga dalam upaya menciptakan
kesetaraan gender dan memahami dinamika kekuasaan dalam keluarga dan
masyarakat.

B. Hukum Islam
1. Definisi hukum Islam
Kata “Hukum Islam” sebenarnya tidak ditemukan sama sekali
dalam al-Qur’an, Sunnah dan literature hukum dalam Islam. Akan tetapi,
yang ada dalam al-Qur’an adalah kata syariah, figih, hukum Allah, dan
yang seakar dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemah dari term
Islamic Law dari literature barat (Sumitro, 2021:6). Dewasa ini, hukum
Islam diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan Islam (ganun).
Dalam ajaran agama terdapat ajaran-ajaran terkait kehidupan umat
muslim yang berupa kumpulan kaidah-kaidah yang berisi perintah Allah
SWT untuk umat muslim dalam menjalani segala aktivitas kehidupan,
serta disampaikan melalui perantara Nabi berupa wahyu dan termaktub

dalam Al-Quran maupun yang dikumpulan dalam Hadis (Ali, 2021:24).
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Dalam pengertian lain hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang
memiliki karakteristik kuat, dengan sifat-sifat seperti wasatiyah, harakah,
dan takamul (Basri, 2021:5).

Keberadaan hukum Islam merupakan abadi atau kekal yang
menyangkut arah tujuan bagi umat muslim untuk mencapai kebahagiaan
akhirat. Hukum Islam bukan hanya sebatasa teori-teori yang berisi aturan-
aturan untuk mengatur tingkah laku umat muslim saja, melainkan harus
diterapkan dan ditaati bagi seorang muslim. Dalam menghadapi berbagai
permasalahan di dunia, maka hukum Islam dapat dijadikan patokan agar
dapat menyimpulkan sesuatu yang sesuai syariat agama.

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi
hukum pada umumnya, khususnya pada hukum modern. Dalam Islam
hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Dan norma-norma
hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum
Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah,
yang brarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia (Anwar, 2021:6).

Berdasarkan dari pengertian tersebut bahwa hukum Islam adalah
sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi
Muhammad SAW, yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia
secara menyeluruh, baik dalam dimensi duniawi maupun ukhrawi. Dengan
menggunakan sumber utama seperti Al-Qur'an dan hadis, serta mekanisme
ijtihad, hukum Islam memberikan pedoman yang fleksibel namun tetap

berakar pada prinsip-prinsip moral dan keadilan. Keunikan hukum Islam
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2.

terletak pada pendekatan holistiknya yang mencakup aspek spiritual,
moral, dan sosial, sehingga berkontribusi dalam menciptakan tatanan
kehidupan yang harmonis dan maslahat.
Sumber-Sumber Hukum Islam
Landasan bagi seorang muslim melakukan segala aktivitasnya
didunia merupakan hakikat dari definisi landasan syariat Islam. Dalam
Islam terdapat beberapa jenis sumber hukum Islam yang wajib dipahami
masyarakat muslim, antara lain sebagai berikut:
a. Al-Qur’an
Secara umum al-Quran dapat dijelaskan sebagai kalamullah
yang merupakan perintah-perintah Allah untuk umat muslim yang
melalui perantara Nabi Muhammad, dengan wujud kita buku
menggunakan bahasa Arab. Dahulu al-Quran sampai pada umat
muslim secara berangsur-angsur atau bertahap. Keutamaan membaca
Al-Quran ini akan bernilai ibadah dan sangat dicintai oleh Allah SWT.
Al-Quran ini berisi surat-surat yang terkumpul terkait semua anjuran-
anjuran bagi seorang muslim beraktivitas dalam kehidupan sehari-
hari. Adapun contoh al-Quran sebagai landasan aktivitas manusia,
seperti Surat adz Zariyat ayat 49 yang membahas tentang penciptaan
makhluk hidup yang berpasang-pasangan.
Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan

supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS. Adz
Zariyat: 49)
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Ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara dan membicarakan hukum,
kebanyakan bersifat umum tidak membicarakan soal-soal yang kecil.
Disamping itu, Al-Qur’an berfungsi juga sebagai dalil pokok hukum
Islam.Dari ayat-ayat AlQur’an ditimba norma-norma hukum bagi
kemaslahatan umat manusia. Ayat-ayat al-Qur’an seluruhnya adalah
qat’i (pasti) dari segi turunnya dan lafadznya, keasliannya dan
pemindahannya dari Rasulullah sampai ke tangan umat Islam
sekarang ini.  Artinya diyakini kebenarannya dating dari
Allah.Sedangkan dari segi penunjukannya terhadap hukum, sebagian

adalah gat’i dan sebagian adalah zanni (Sumitro, 2021:7).

. Sunnah

Sunnah menurut bahasa ialah “jalan yang terpuji”’ dan menurut
ulama ushul ialah segala yang diberitakan dari Nabi saw, baik berupa
perkataan, perbuatan, atau pengakuan (tagrir). Sedangkan Sunnah
(Sumitro, 2021:12).

Hadis atau biasa disebut juga as-Sunnah memiliki makna
sebagai hal berupa kebiasaan atau segala hal terpuji. Hadis dapat
diartikan juga sebagai kabar, dalam bahasa Arab bermakna khabar
mengandung arti sesuatu hal yang disyiarkan atau dapat dimaknai
yang dilakukan oleh Nabi dan sesuai tuntunan Allah SWT. Dalam
Hadis tersebut berisi segala bentuk perbuatan, perkataan, ataupun
konsensus persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan

pedoman bertingkah laku bagi umat muslim. Contoh dari sebuah
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Hadis antara lain sebagai berikut, Hadis tentang penciptaan manusia
yang berpasangan dan berkembang biak.

Menurut istilah ulama figh adalah sifat hukum bagi perbuatan
yang dituntut memperbuatnya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti
dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak
berdosa orang yang meninggalkannya. Sunnah menurut pengertian
para ahli ushul seperti disebutkan diatas, dan segi materinya terbagi
kepada tiga macam: a) Sunnah Qauliyah yaitu ucapan Nabi yang
didengar oleh sahabat beliau dan disampaikannya kepada orang lain.
b) Sunnah Fi’liyah yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi
Muhammad yang dilihat atau diketahui oleh sahabat kemudian
disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya. c¢) Sunnah
Tagririyah yaitu perbuatan seorang sahabat yang dilakukan di hadapan
atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau tidak dicegah
oleh Nabi.

Adapun fungsi Sunnah jika dihubungkan kepada al-Qur’an
dari segi hukum-hukum yang terkadang dalam keduanya, ulama ushul
membaginya kepadda tiga macam, yaitu: 1. Sunnah sebagai penguat
hukum yang telah ditetapkan oleh alQur’an, seperti perintah
mendirikan shalat, puasa, zakat, dan haji. 2. Sunnah sebagai penjelas
dan merinci apa yang telah digariskan dalam al-Qur’an (Anwar,

2022:32)
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C.

Sunnah berfungsi menetapkan hukum yang belum diatur di

dalam al-Qur’an. Demikian pada pokoknya para ahli hukum Islam

berpendapat Sunnah itu adalah sumber hukum Islam yang kedua,

karena Sunnah juga adalah wahyu, dan kedudukannya baik sebagai

penguat atau penjelas al-Qur’an dan hanya sedikit yang berbicara

tentang hukum baru (Anwar, 2022:21)

JJAJELJJ;EJMLPLFJJL'M1¢L0}”JE
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Artinya: Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami

ljtihad

Yahya ibnu Sa'id dan Gundar. Mereka berdua mengatakan,
telah menceritakan kepada kami Auf, dari Qasamah ibnu
Zuhair, dari Abu Musa yang telah menceritakan bahwa
Rasulullah Saw. pernah bersabda: Sesungguhnya Allah
menciptakan Adam dari segenggam tanah yang Dia ambil
dari semua penjuru bumi, maka jadilah anak-anak Adam
sesuai dengan kadar dari tanah itu; di antara mereka ada yang
berkulit putih, ada yang berkulit merah, dan ada yang berkulit
hitam serta ada yang campuran di antara warna-warna
tersebut; ada pula yang buruk, yang baik, yang mudah, dan
yang susah serta yang campuran di antara perangai-perangai
tersebut. (HR. Ibnu Majah)

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa dalil

atau sumber hukum Islam itu terbagi pada dua macam, yaitu dalil

yang bersifat nagli yang berasal dari nash al-Qur’an dan Sunnah, dan

kedau adalah dalil-dalil yang bukan berasalah dari nash yang disebut
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dalil agli atau ijtihadi berasal dari dalil-dalil akal dan merupakan
penalaran dan pemahaman dari para mujtahid.

Dengan dalil-dalil ijtihadi inilah sebagai upaya alternative para
ulama  menemukan jawaban  ketentuan  hukum  terhadap
peristiwaperistiwa yang tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan Sunnah.
Karena dari dalil-dalil ijtihadidapat dihasilkan hukum Islam maka bagi
ulama ushul dan fugaha ia disebut juga sebagai sumber atau dalil
hukum Islam.

Hukum-hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil ijtihadi ini
dapat ditemukan di dalam kitab-kitab figh atau ushul figh yang ditulis
oleh para ahli hukum Islam.Misalnya tentang haramnya minuman
keras dan sejenisnya digiyaskan dan haramnya khamar sebagaimana
hukumnya disebutkan dengan jelas. Namun tentu saja harus diingat,
karena hukum-hukum yang dihassilkan dari dalil-dalil ijtihadi adalah
merupakan hasil ijtihad para ulama, maka kekuatan atau
kehujjahannya tidak sama dengan hukum yang langsung diambil dari
al-Qur’an atau Sunnah yang bersifat Qat’i, tetapi bersifat zanni.

Ijtihad dapat dimaknai sebagai bentuk pengerahan kemampuan
seorang figh untuk menemukan hukum syara' yang bersifat amaliyah
dengan jalan istinbath atau menggali dari dalil.8 Ijtihad dilakukan oleh
ulama untuk menjawab segala persoalan yang muncul ketika dalam
sumber utama agama Islam tidak ditemukan dalil atau ketentuan yang

jelas.
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d. Ruang Lingkup Hukum Islam

Pada dasarnya hukum Isalam tidak membedakan wilayah hukum
publik maupun privat secara tegas. Hal tersebut dikarenakan dalam
hukum publik terdapat beberapa aspek dari hukum privat dan
sebaliknya. Sedangkan dalam arti figih, hukum Islam termasuk di
dalamnya perihal ibadah dan muamalah. Dimana ibadah memiliki
berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya sedangkan
muamalat merupakan hubungan manusia kaitanya dengan manusia
lain.

Hukum Islam diperlakukan sesuai dengan sistem tatanan hukum
yang ada di Indonesia, maka ruang lingkup muamalat secara luas
dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Hukum perdata, pada hukum perdata yang berkaitan dengan
hukum Islam (hukum perdata Islam) didalamnya meilupti: 1)
Munakahat yaitu hukum yang mengatur tentang segala hal
yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan segala
akibat hukum yang disebabkan olehnya. 2) Wiratsat yaitu
hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan
pewaris, ahli waris pembagian warisan dan harta peninggalan.
Hukum ini juga lazim disebut dengan hukum faraidh. 3)
Mu’amalah dalam artian khusus merupakan hukum yang
mengatur segala hal yang berkaitan dengan kebendaan, hak

atas benda-benda, tata hubungan jual beli antar manusia, sewa
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menyewa, peminjaman dan pinjaman, perserikatan, kontrak
dan sebagainya yang sejenis.

Hukum publik pada hukum publik yang berkaitan dengan
hukum Islam (hukum publik Islam) didalamnya meilupti: 1)
Jinayah merupakan hukum yang memuat aturan yang berkaitan
dengan perbuatan yang diancam dengan hukum. Perbuatan
tersebut meliputi di dalamnya pidana berat (jarimah hudud)
ataupun pidana ringan (jarimah ta’zir). Jarimah hudud (pidana
berat) merupakan tindak pidana yang batas hukuman dan
bentuknya telah ditentukan dan termuat dalam al-Quran serta
as-Sunnah. Sedangkan jarimah ta’zir merupakan tindak pidana
yang ancaman hukum serta bentuknya dimaksudkan sebagai
pelajaran bagi pelaku dna ditentukan oleh penguasa. 2) Al-
Ahkam as-Shulthaniyyah merupakan hukum yang membahas
permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan (kepala
negara), hak pemerintahan pusat maupun daerah, perihal pjak
dan hal lain yang berkaitan dengan itu. 3) Siyar merupakan
hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan
pertahanan negara (perang maupun perdamaian), tata hubungan
yang berkaitan dengan negara lain maupun antar pemeluk
agama yang berlainan. 4) Mukhasamat merupakan hukum yang
mengatur segala hal yang berkaitan dengan perihal peradilan,

hakim serta hukum acara.
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C. Sistem Uang Adat Berbasis Matrilokal Dalam Hukum Islam

Sistem uang adat berbasis matrilokal dalam hukum Islam merupakan
topik yang menarik perhatian para sarjana kontemporer (Daud, 2019:13).
Menurut (Nurhasanah, 2020:8) praktik ini mencerminkan interaksi
kompleks antara adat istiadat lokal dan prinsip-prinsip syariah. Dalam
konteks masyarakat matrilokal, uang adat sering dipandang sebagai bentuk
penghargaan terhadap garis keturunan ibu dan status sosial keluarga
perempuan (Ramla, 2021:18)

Hukum Islam, meskipun mengakui keberagaman adat istiadat,
menekankan prinsip keadilan dan kemudahan dalam pernikahan. (Ridwan,
2023:17) berpendapat bahwa praktik uang adat harus ditinjau dari perspektif
magasid syariah, terutama dalam hal perlindungan keluarga dan harta.
Sementara itu, (Eva, 2018:13) menyoroti pentingnya mempertimbangkan
konteks sosial-ekonomi kontemporer dalam menafsirkan hukum Islam
terkait praktik adat pernikahan.

Dalam kaitannya dengan tradisi perkawinan, (Mardani, 2017:8)
mengemukakan bahwa sistem uang adat berbasis matrilokal dapat
dipandang sebagai 'urf (adat kebiasaan) yang diakui dalam figh, selama
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Namun, penting
untuk memastikan bahwa praktik ini tidak menimbulkan kesulitan yang
berlebihan atau ketidakadilan gender.

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, bahwa sistem uang adat berbasis

matrilokal dalam hukum Islam memerlukan pendekatan yang seimbang. Di
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satu sisi, ada kebutuhan untuk menghormati tradisi lokal dan nilai-nilai
sosial yang melekat padanya. Di sisi lain, praktik ini harus tetap sejalan
dengan prinsip-prinsip keadilan, kemudahan, dan perlindungan keluarga
dalam Islam. Dalam konteks tradisi perkawinan, diperlukan dialog yang
konstruktif antara pemuka adat, ulama, dan masyarakat untuk menemukan
titik temu yang dapat mengakomodasi baik nilai-nilai adat maupun ajaran

Islam.
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BAB |11

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pendung Talang Genting

Desa Pendung Talang Genting, yang terletak di Kecamatan Danau
Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, memiliki sejarah panjang yang
mencerminkan transformasi sosial, budaya, dan agama masyarakatnya. Pada
awal abad ke-20, desa ini dikenal sebagai kawasan perkebunan kopi yang
dikelola oleh masyarakat lokal dan kolonial Belanda. Perkebunan kopi menjadi
tulang punggung ekonomi desa, dengan banyak penduduk yang bekerja sebagai
petani kopi. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan signifikan
dalam struktur sosial dan budaya desa ini.

Pada tahun 2009, Desa Pendung Talang Genting mengalami revitalisasi
pendidikan agama dengan dibukanya kembali pesantren yang sebelumnya
sempat tidak aktif. Langkah ini bertujuan memperkuat pendidikan dan
kehidupan Islam di desa tersebut. Selain itu, pemerintah desa mengadopsi
peraturan yang mengatur aktivitas keagamaan dan budaya masyarakat,
termasuk aturan mengenai pemakaian jilbab, partisipasi dalam pengajian Al-
Quran, serta larangan terhadap minuman keras dan narkoba. Kebijakan-
kebijakan ini menunjukkan komitmen desa dalam menjaga nilai-nilai Islam dan
budaya lokal.

Transformasi ini menjadikan Desa Pendung Talang Genting dikenal

sebagai "Kampung Santri," sebuah julukan yang mencerminkan identitas desa
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sebagai pusat pendidikan dan kehidupan Islam. Masyarakat desa secara aktif
mempertahankan warisan budaya dan adat istiadat leluhur, sambil
mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.
Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dan menjaga
keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Selain itu, desa ini juga memiliki
peninggalan sejarah dari masa kolonial Belanda. Terdapat bangunan
peninggalan Belanda yang terletak di perkebunan warga setempat. Meskipun
fungsi asli bangunan tersebut belum diketahui secara pasti, keberadaannya
menambah nilai sejarah dan budaya desa. Namun, bangunan ini belum dirawat
dengan baik dan dibiarkan begitu saja, menunjukkan perlunya perhatian lebih
dalam pelestarian situs sejarah di desa tersebut.
. Letak Geografis Desa Pendung Talang Genting

Secara geografis, Desa Pendung Talang Genting terletak di sekitar pintu
gerbang Taman Wisata Danau Kerinci dengan luas wilayah sekitar 828 hektar.
Desa ini berada pada dataran tinggi yang bergelombang dengan tekstur tanah
lempung berpasir, menjadikannya cocok untuk pertanian dan perkebunan.
Keunikan desa ini adalah transformasinya dari kawasan rawa-rawa yang tidak
terurus menjadi desa yang berkembang dan menjadi tujuan wisata populer.

Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Pendung Talang Genting juga
mengalami konflik dengan desa tetangga, yaitu Desa Seleman. Konflik ini
menimbulkan kerugian baik secara material maupun psikologis bagi warga

desa. Namun, masyarakat desa menunjukkan resiliensi yang tinggi dalam
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menghadapi konflik tersebut, dengan adanya upaya untuk membangun kembali
orientasi hidup dan menjaga keharmonisan sosial.

Secara keseluruhan, sejaran Desa Pendung Talang Genting
mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan agama yang kompleks. Dari masa
kolonial dengan dominasi perkebunan kopi, desa ini berhasil bertransformasi
menjadi pusat pendidikan Islam yang dikenal sebagai "Kampung Santri.”
Masyarakatnya mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas,
sambil menghadapi berbagai tantangan sosial dan budaya.

.Visi Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci,
Kabupaten Kerinci
Desa Pendung Talang Genting terletak di Kecamatan Danau Kerinci,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Secara geografis, desa ini berada pada
koordinat 01° 46' 33,9" Lintang Selatan dan 101° 16" 57" Bujur Timur, dengan
ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Wilayah desa mencakup
area seluas 318,4 hektar, terdiri dari topografi bergelombang dan datar, serta
tanah yang subur karena berada di lereng Gunung Kerinci. Desa ini berbatasan
dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dengan jarak sekitar 16
kilometer dari pemukiman ke arah Bukit Patah/Sungai Batu Asah. Batas-batas
desa ditentukan oleh elemen alam seperti sungai, jalan provinsi, kebun
masyarakat, jalan desa, dan Danau Kerinci.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat, Desa Pendung Talang Genting memiliki visi dan misi yang jelas.

Visi desa adalah "Mewujudkan Desa Pendung Talang Genting yang Mandiri,
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Sejahtera, dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Keislaman." Untuk

mencapai Vvisi tersebut, desa menetapkan beberapa misi utama:

1.

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Keagamaan: Mengembangkan
fasilitas pendidikan formal dan non-formal, serta memperkuat nilai-nilai
keislaman melalui kegiatan keagamaan dan sosial.

Pengembangan Ekonomi  Berbasis Potensi Lokal:  Mendorong
pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam dan
budaya lokal, termasuk pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan
pariwisata.

Pelestarian Adat dan Budaya Lokal: Melestarikan dan mengembangkan
tradisi serta adat istiadat yang mencerminkan identitas budaya masyarakat
desa.

Peningkatan Infrastruktur dan Pelayanan Publik: Membangun dan
memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan
layanan publik lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup warga.
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa: Meningkatkan kapasitas
aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel,
dan partisipatif.

Implementasi visi dan misi tersebut diwujudkan melalui berbagai

program dan kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Salah satu

contoh nyata adalah transformasi rawa seluas 1,8 hektar menjadi Taman

Pertiwi, sebuah embung desa yang berfungsi sebagai sumber irigasi, budidaya

ikan, dan destinasi wisata. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan
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perekonomian desa melalui sektor pariwisata, tetapi juga memperkuat
identitas budaya lokal dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan
pelestarian lingkungan.

Selain itu, desa juga aktif dalam melestarikan seni dan budaya
tradisional, seperti Tari Rangguk, yang awalnya digunakan sebagai sarana
dakwah Islam dan kini menjadi bagian integral dari kegiatan budaya desa.
Upaya ini sejalan dengan misi pelestarian adat dan budaya lokal, serta
peningkatan kualitas pendidikan dan keagamaan.

Secara keseluruhan, letak geografis yang strategis dan visi misi yang
terarah menjadikan Desa Pendung Talang Genting sebagai contoh desa yang
berhasil mengintegrasikan pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat berdasarkan nilai-nilai keislaman.

D. Keadaan Agama

Desa Pendung Talang Genting, yang terletak di Kecamatan Danau
Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dikenal sebagai "Kampung
Santri" karena kuatnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari
masyarakatnya. Sejak masa pra-kolonial, desa ini telah menjadi pusat
pendidikan agama Islam, yang diperkuat dengan pendirian pesantren pada
tahun 2009 untuk meningkatkan pendidikan dan kehidupan Islam di desa
tersebut

Pada tahun 2014, pemerintah desa mengeluarkan Peraturan Desa No.
004 Tahun 2014 tentang Pegang Pakai Adat Tahun 2014-2020, yang

menekankan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pendidikan Islam
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guna menciptakan suasana islami di desa tersebut. Peraturan ini mencakup
aturan mengenai pemakaian jilbab, partisipasi dalam pengajian Al-Qur'an, serta
larangan minuman keras dan narkoba

Selain itu, tradisi keagamaan seperti pembacaan Al-Ma'tsurat di Pondok
Pesantren Darul Qur'an menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat,
menunjukkan komitmen mereka dalam mengamalkan ajaran Islam secara
konsisten. Kegiatan keagamaan ini tidak hanya memperkuat iman individu
tetapi juga mempererat ikatan sosial antarwarga desa.

Secara keseluruhan, kehidupan beragama di Desa Pendung Talang
Genting sangat kental dengan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam berbagai
aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, adat istiadat, hingga peraturan desa
yang mendukung terciptanya lingkungan yang islami dan harmonis.

. Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Secara sosial, masyarakat Desa Pendung Talang Genting dikenal
dengan identitasnya sebagai "Kampung Santri" karena penekanan pada nilai-
nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi dan adat istiadat, seperti acara
pernikahan, Kkhitanan, panen raya, dan cuci kampung, tetap dijaga dan
dilestarikan oleh penduduk desa. Lembaga Adat Desa Pendung Talang Genting
(LAD) aktif dalam melestarikan budaya lokal, yang mencerminkan komitmen
masyarakat terhadap warisan budaya mereka.

Dalam bidang ekonomi, mayoritas penduduk desa bekerja sebagai
petani dan nelayan. Pertanian menjadi sektor dominan dengan komoditas

utama seperti kopi, yang telah menjadi bagian penting dari perekonomian desa
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sejak masa kolonial Belanda. Selain itu, beberapa penduduk mengandalkan
pinjaman modal dari pemerintah untuk mendukung kegiatan ekonomi mereka.
Upaya pemberdayaan ekonomi desa juga dilakukan melalui pendirian Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes), yang bertujuan mengurangi ketergantungan
pada bantuan pemerintah dan mendorong kemandirian desa. BUMDes
Pendung Talang Genting telah menjadi contoh sukses dalam pengembangan
ekonomi desa di Kabupaten Kerinci.

Pendidikan juga menjadi fokus penting di desa ini, khususnya
pendidikan keagamaan dan budaya. Kegiatan seperti "Ngarak Depati Ninik
Mamak" pada Idul Fitri melibatkan partisipasi aktif generasi muda, yang
mendapatkan wejangan adat untuk memperkuat ikatan mereka dengan budaya
dan keislaman. Pola pendidikan ini diatur oleh lembaga adat desa dan wajib
diikuti oleh seluruh anggota masyarakat seumur hidup.

Desa Pendung Talang Genting, yang terletak di Kecamatan Danau
Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, memiliki komitmen kuat terhadap
pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Hal ini tercermin dari
berbagai inisiatif dan program yang dijalankan oleh masyarakat setempat untuk
meningkatkan kualitas pendidikan dan moral generasi muda.

Salah satu upaya signifikan adalah penerapan Peraturan Desa (Perdes)
No. 004 Tahun 2014 tentang Pegang Pakai Adat Tahun 2014-2020. Perdes ini
lahir dari kesadaran kolektif masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah desa
terhadap degradasi moral di kalangan anak-anak dan remaja. Inti dari peraturan

ini adalah tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pendidikan Islam guna

36



menciptakan suasana islami di desa tersebut. Mengacu pada penelitian Yusuf
(2018), peraturan ini menekankan bahwa semua warga wajib belajar ilmu
agama, dan untuk memastikan pelaksanaannya, dibentuklah tim Buser yang
bertugas mengawasi partisipasi warga dalam kegiatan belajar agama.

Selain itu, desa ini juga mendirikan rumah tahfidz yang semakin
digemari oleh masyarakat. Bahkan, rumah tahfidz tersebut telah membuka
cabang di Mushalla Taman Pendidikan Islam (TPI) Kota Sungai Penuh dengan
jumlah peminat yang signifikan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari
slogan masyarakat Kerinci, "Adat basendi Syara’, Syara’ basendi Kitabullah,"
yang menekankan bahwa adat bersendikan syariat, dan syariat bersendikan
Kitabullah.

Dalam upaya formal, terdapat beberapa institusi pendidikan di desa ini,
antara lain: MIS No. 34/e.3 Nurul Huda Pendung Talang Genting: Sebuah
Madrasah Ibtidaiyah swasta yang berlokasi di JI. Masjid Tagwa Desa Pendung
Talang Genting. Madrasah ini memulai kegiatan pendidikan pada tahun 2005
dan terakreditasi dengan grade C pada tahun 2022. SD Negeri 135111 Pendung
Talang Genting: Sekolah dasar negeri yang beralamat di Desa Pendung Talang
Genting, Kecamatan Danau Kerinci. Pondok Pesantren Darul Qur'an:
Berlokasi di JI. Masjid Tagwa RT. 01, desa ini memiliki pondok pesantren
yang berfokus pada pendidikan agama Islam dan pengajaran Al-Qur'an.

Upaya kolaboratif antara masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan

pemerintah desa telah membawa Desa Pendung Talang Genting meraih
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prestasi sebagai juara pertama pada tingkat provinsi Jambi dan tingkat nasional

dalam lomba desa kategori desa membangun dan teladan pada tahun 2015.
F. Struktur Pemerintah Desa Pendung Talang Genting

SRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Kaur Pemerintahan Kaur Kaur Pembangunan
kemasyarakatan

Kepala Dusun | Kepala Dusun Il Kepala Dusun |ll

Secara keseluruhan, komitmen kuat masyarakat Desa Pendung Talang

Genting terhadap pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, telah
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menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan moral dan spiritual
generasi muda. Inisiatif-inisiatif yang dijalankan menunjukkan dedikasi dalam
menjaga nilai-nilai islami dan meningkatkan kualitas pendidikan di desa
tersebut. Desa Pendung Talang Genting menunjukkan keseimbangan antara
pelestarian budaya dan agama dengan pengembangan ekonomi Yyang
berkelanjutan. Kombinasi antara komitmen sosial terhadap nilai-nilai
tradisional dan upaya ekonomi melalui pertanian serta inisiatif seperti

BUMDes mencerminkan dinamika positif dalam masyarakat desa ini.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar hukum depati ninik mamak dalam menetapkan besaran uang
adat berbasis matrilokal dalam tradisi perkawinan di Desa Pendung
Talang Genting

Desa Pendung Talang Genting merupakan salah satu desa yang terletak
di Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Desa ini
memiliki ciri budaya yang kuat dengan sistem adat matrilokal, di mana
pasangan yang menikah tinggal di kediaman pihak istri. Masyarakat desa ini
masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat yang diwariskan secara turun-
temurun, termasuk dalam hal warisan uang adat perkawinan.

Penetapan uang adat dalam tradisi perkawinan di Desa Pendung Talang
Genting memiliki landasan filosofis yang kuat dalam sistem matrilokal
masyarakat. Dasar utama penetapan ini berakar pada prinsip "Adat bersandi
syarak, syarak bersandi Kitabullah" yang menunjukkan integrasi antara
hukum adat dan nilai-nilai Islam. Dalam sistem ini, adat menempati posisi
yang dihormati selama tidak bertentangan dengan syariah, sebagaimana
tercermin dalam pepatah "adat berkata, syarak memakai".

Filosofi "Ndek Jadi anak janten anak batinu rio soto rio ginggang"
menjadi landasan fundamental yang mencerminkan identitas matrilokal dalam
struktur masyarakat Desa Pendung Talang Genting. Filosofi ini menegaskan
posisi istimewa anak perempuan (anak batino) sebagai penerus garis

keturunan dan penjaga tradisi, yang menjustifikasi perbedaan perlakuan

dalam sistem uang adat perkawinan.
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Penetapan besaran uang adat dilakukan melalui "ruma musyawarah adat
te adat" yang melibatkan empat unsur penting dalam struktur sosial
masyarakat: Imam Adat, Sarak (terdiri dari imam, bilal, dan khatib), Tuan
Kodi (petugas yang mengakadkan pernikahan), dan Depati Ninik Mamak.
Musyawarah besar ini menjadi forum legitimasi yang mengesahkan
keputusan tentang besaran uang adat. Uang adat yang terkumpul diterima
oleh Depati dan Ninik Mamak, kemudian didistribusikan kepada 12 anggota
struktur adat lainnya sebagai bentuk penghargaan dan pemeliharaan sistem
adat. Prosedur penyerahan uang adat dilaksanakan sebelum akad nikah,
menegaskan bahwa pemenuhan kewajiban adat merupakan prasyarat bagi
keabsahan perkawinan menurut hukum adat setempat.

Perubahan nominal uang adat didasarkan pada prinsip "musim mata
uang" (semusim), yang mengindikasikan penyesuaian berkala terhadap
kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Prinsip ini memberikan fleksibilitas
dalam penerapan adat, menunjukkan bahwa adat bukan struktur yang kaku
tetapi adaptif terhadap perkembangan zaman.

Penetapan ini bermula dari upaya mencegah "hukum rimba" dalam
perkawinan, dengan filosofi "Sapo dg bagiak, sapo dg menang" yang
menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan adat. Tanpa adanya uang
adat, konflik sosial yang tidak terstruktur dapat terjadi, berpotensi merusak
harmoni masyarakat.

Uang adat dalam tradisi perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai

kewajiban finansial, tetapi juga sebagai bentuk pengetahuan dan
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penghormatan kepada struktur adat, yang diwujudkan dalam istilah "isi cupak
dan isi gantang” berupa nominal uang. Istilah ini merefleksikan konsep
keadilan dan ketepatan dalam pengukuran yang diterapkan dalam sistem adat.

Dalam kerangka yang lebih luas, sistem uang adat berfungsi sebagai
mekanisme kontrol sosial dan perlindungan terhadap sistem kekerabatan
matrilokal yang menjadi identitas masyarakat. Dulu, terdapat uang jaminan
sebesar Rp 1.000.000 untuk mengantisipasi perilaku buruk dari calon suami
yang berasal dari luar desa, meskipun saat ini sistem tersebut telah diganti
dengan peningkatan uang denda.

Penolakan terhadap pembayaran uang adat berimplikasi pada
pengucilan sosial, di mana pelaku tidak akan diterima oleh masyarakat adat
setempat. Sanksi ini menegaskan signifikansi uang adat sebagai simbol
pengakuan dan kepatuhan terhadap sistem sosial yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 9 Desember 2024,
ditemukan bahwa sistem penetapan uang adat di Desa Pendung Talang
Genting memiliki karakteristik yang unik, di mana besarannya dibedakan
berdasarkan gender dan asal calon pengantin. Sistem ini inovatif pada filosofi
adat "Ndek Jadi anak janten anak batinu riosoto rio ginggang" yang menjadi
landasan dalam penetapan uang adat oleh depati ninik mamak.

Sistem uang adat dalam tradisi perkawinan di Desa Pendung Talang
Genting telah mengalami evolusi yang signifikan dari waktu ke waktu.
Besaran uang adat telah mengalami penyesuaian secara bertahap, dimulai de

Rp 6.000 pada tahun 1990, kemudian meningkat menjadi Rp 60.000 pada
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tahun 2000, berlanjut menjadi Rp 300.000 pada tahun 2004, dan mencapai Rp
600.000 pada tahun 2008. Saat ini, besaran uang adat bervariasi antara Rp
600.000 hingga Rp 1.800.000, tergantung pada status dan asal calon
pengantin.

Dalam sistem adat ini, terdapat perbedaan ketentuan antara perkawinan
anak perempuan (anak batino) dan anak laki-laki (anak jantan). Untuk anak
perempuan yang merupakan "anak janten anak bitineu rio soto rio ginggang”
atau penduduk asli desa, dikenakan denda karena membawa lelaki (suami)
masuk ke desa. Dahulu, terdapat uang jaminan sebesar Rp 1.000.000 untuk
mengantisipasi kemungkinan perilaku buruk dari calon suami, namun saat ini
sistem tersebut telah diganti dengan peningkatan uang denda.

Pernikahan dengan sesama warga desa dikenakan biaya Rp 600.000,
sedangkan pernikahan dengan orang luar desa dikenakan denda sebesar Rp
1.200.000 selanjutnya nikah dengan orang luar tanpa sepengetahuan orang
adat dikenakan denda Rp. 1.800.000 karena dianggap melanggar hukum adat.
Dalam hal ini, pasangan harus mengucapkan "Ndek nisut lahik dg numpang
nyambung lahik dg matai ndok jadi anak janten anak batinu rio soto rio
ginggang" dan melakukan sembah sujud kepada depati dan ninik mamak
sebagai bentuk pengakuan kesalahan. Berbeda dengan anak perempuan, anak
laki-laki yang menikah dengan orang luar tidak dikenakan denda karena
pemilik desa adalah anak perempuan (anak batino). Bagi yang menolak
membayar uang adat, mereka akan dikucilkan dan tidak diterima oleh

masyarakat adat setempat.
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Selain itu, sejarah uang adat di Desa Pendung Talang Genting juga
mengajarkan pentingnya ketegasan dalam aturan adat. Dalam tradisi ini, jika
tidak ada uang adat yang dibayar, maka akan diterapkan "hukum rimba"
sebagai konsekuensi. Hukum ini dikenal dengan prinsip "Sapo dg bagiak,
sapo dg menang", yang artinya, siapa yang tidak memenuhi kewajiban adat
akan dikenakan sanksi, baik berupa denda atau hukuman lain, dan dalam
konteks ini, bisa berujung pada masalah sosial seperti denda atau hutang yang
harus dibayar.

Penelitian ini mengungkap kompleksitas sistem uang adat yang tidak
hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme
kontrol sosial dan pelestarian nilai-nilai adat dalam masyarakat matrilokal.
Temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman
yang lebih mendalam tentang harmonisasi antara praktik adat dan nilai-nilai
keislaman dalam konteks perkawinan di masyarakat Kerinci.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa (Bapak
Hatim Surya), mengungkapkan bahwa:

"Sistem uang adat di desa kami sudah berlangsung sangat lama dan

menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Besaran

uang adat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan memang
memiliki dasar pertimbangan yang kuat dari sisi adat. Untuk perempuan
yang menikah dengan laki-laki dari luar desa, besaran uang adatnya
lebih tinggi karena adanya unsur perlindungan dan tanggung jawab adat
terhadap anak perempuan yang membawa masuk orang luar ke dalam
desa. Sistem ini bukan untuk memberatkan, tapi untuk menjaga dan
kelestarian adat istiadat kita.” (Wawancara, Hari Minggu, Tanggal 05
Januari 2025, Jam 17.00 Wib.)

Dari pernyataan Kepala Desa, terlihat bahwa penetapan uang adat

memiliki landasan filosofis yang kuat dalam melindungi sistem matrilokal.
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Perbedaan besaran uang adat tidak semata-mata diskriminasi, melainkan
bentuk tanggungjawab adat dalam menjaga perdamaian sosial dan melindungi
anak perempuan yang merupakan penerus keturunan dalam sistem matrilokal.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa (Bapak Usman)
mengungkapkan bahwa:

"Dalam administrasi desa, kami memiliki catatan lengkap tentang

pembayaran uang adat. Setiap pernikahan harus dicatat dan mendapat

persetujuan dari depati ninik mamak. Besaran uang adat yang
ditetapkan memang mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, tapi ini
disesuaikan dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Yang
terpenting adalah uang adat ini digunakan untuk kepentingan bersama

dan pembangunan desa.” (Wawancara, Hari Minggu, Tanggal 05

Januari 2025, Jam 17.00 Wib.)

Pernyataan Sekretaris Desa menunjukkan adanya sistem administrasi
yang teratur dalam pengelolaan uang adat. Peningkatan besaran uang adat
dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan
digunakan untuk kepentingan bersama, menunjukkan adanya transparansi
dalam pengelolaan dana adat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Mulkam
mengungkapkan bahwa:

"Ndek jadi anak janten anak batinu rio soto rio ginggang, ini adalah

filosofi dasar penetapan uang adat. Kami sebagai pemangku adat

kewajiban menjaga sistem ini karena telah terbukti mampu menjaga
keharmonisan masyarakat selama berabad-abad. Uang jaminan yang
dahulu ada sekarang diganti dengan penambahan uang denda, ini
bentuk adaptasi adat terhadap perkembangan zaman."” (Wawancara,
Hari Senin, Tanggal 06 Januari 2025, Jam 17.00 Wib.)

Tokoh adat memberikan penjelasan mendalam tentang filosofi adat

yang menjadi dasar penetapan uang adat. Sistem ini dipandang sebagai
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mekanisme kontrol sosial yang telah teruji waktu, dengan tetap membuka
ruang untuk adaptasi sesuai perkembangan zaman.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Tokoh Adat Bapak
Aminullah mengungkapkan bahwa:

"Penetapan uang adat berbeda untuk laki-laki dan perempuan memiliki

makna dalam menjaga keseimbangan sosial. Ketika perempuan

membawa masuk laki-laki dari luar, ada tanggung jawab lebih besar
yang harus dijamin. Uang adat ini bukan penghalang, tapi bentuk
komitmen terhadap adat dan masyarakat." (Wawancara, Hari Senin,

Tanggal 06 Januari 2025, Jam 16.20 Wib.)

Penjelasan ini menegaskan bahwa perbedaan besaran uang adat
memiliki dimensi sosial yang lebih luas, tidak sekedar urusan ekonomi.
Sistem ini dipandang sebagai mekanisme untuk menjaga kohesi sosial dan
komitmen terhadap nilai-nilai adat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Tokoh Adat Bapak
Mulkam,mengungkapkan bahwa:

"Sejarah uang adat bermula dari upaya mencegah hukum rimba dalam

perkawinan. Tanpa sistem ini, dulu sering terjadi konflik antarkeluarga.

Besaran yang berbeda untuk anak jantan dan anak batino memiliki

makna dalam menjaga keseimbangan sistem matrilokal. "(Wawancara,

Hari Senin, Tanggal 06 Januari 2025, Jam 16.20 Wib.)

Perspektif historis ini menunjukkan bahwa sistem uang adat
berkembang sebagai solusi atas permasalahan sosial di masa lalu. Perbedaan
besar dipandang sebagai mekanisme untuk mempertahankan sistem
matrilokal yang menjadi identitas masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Padil

mengungkapkan bahwa:

46



"Dalam Islam, adat yang tidak bertentangan dengan syariat bisa

diterima sebagai 'urf. Namun, kita perlu memastikan bahwa besaran

uang adat tidak memberatkan dan menghalangi tujuan pernikahan.

Perlu ada musyawarah antara tokoh adat dan tokoh agama untuk

mencari titik temu yang ideal." (Wawancara, Hari Senin, Tanggal 06

Januari 2025, Jam 13.00 Wib.)

Pandangan tokoh agama menunjukkan wupaya untuk mencari
harmonisasi antara adat dan syariat. Ada kekhawatiran terhadap dampak
pembebanan uang adat yang terlalu tinggi, namun juga pengakuan terhadap
nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan agama.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepal Desa Bapak Usman
mengungkapkan bahwa:

"Sebagai perangkat desa, kami melihat bahwa sistem uang adat ini

membantu menjaga administrasi pernikahan di desa. Setiap pernikahan

dicatat dengan baik dan ada kejelasan status dalam masyarakat. Meski
ada yang merasa berat, sistem ini membantu mencegah pernikahan

yang tidak bisa diharapkan.” (Wawancara, Hari Senin, Tanggal 06

Januari 2025, Jam 13.00 Wib.)

Perspektif administratif ini menunjukkan bahwa sistem uang adat
memiliki fungsi praktis dalam pengelolaan administrasi desa. Sistem ini
dipandang sebagai alat kontrol sosial yang membantu menciptakan
kedamaian dalam urusan perkawinan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Masyarakat sebagai
pengantin Rodia Putri, mengungkapkan bahwa:

"Kami awalnya merasa berat dengan besaran uang adat, terutama

karena kami menikah beda desa. Tapi setelah memahami maknanya dan

melihat bagaimana uang ini digunakan untuk kepentingan bersama,
kami bisa menerima. Yang penting ada transparansi dalam

penggunaannya.” (Wawancara, Hari Senin, Tanggal 06 Januari 2025,
Jam 13.00 Wib.)
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Pengalaman langsung pasangan pengantin menunjukkan adanya proses
penerimaan terhadap sistem uang adat setelah memahami maknanya.
Transparansi penggunaan dana menjadi faktor penting dalam sistem
penerimaan ini.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Orang Tua Pengantin (Bapak
Nadra) ), mengungkapkan bahwa:

"Sebagai orang tua, tentu kami ingin yang terbaik untuk anak. Uang

adat memang terasa berat, tapi ini bagian dari tanggungjawab kita

terhadap adat. Yang penting ada kejelasan penggunaan dana dan bisa
dimusyawarahkan jika -ada kesulitan. "(Wawancara, Hari Senin,

Tanggal 06 Januari 2025, Jam 13.00 Wib.)

Perspektif orang tua menunjukkan adanya penerimaan terhadap sistem
uang adat sebagai bagian dari tanggungjawab sosial, meskipun tetap berharap
dalam pelaksanaannya. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Masyarakat
Umum (lbu Sortini) ), mengungkapkan bahwa:

"Sistem uang adat ini sudah menjadi tradisi yang mengakar. Meski

kadang terasa berat, tapi ada manfaatnya untuk masyarakat. Yang

penting ada musyawarah dan keringanan bagi yang benar-benar
kesulitan." (Wawancara, Hari Senin, Tanggal 06 Januari 2025, Jam

13.00 Wib.)

Pandangan masyarakat umum menunjukkan penerimaan terhadap
sistem uang adat sebagai tradisi yang bermanfaat, dengan catatan perlunya
berharap bagi yang mengalami kesulitan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa sistem
penetapan uang adat berbasis matrilokal di Desa Pendung Talang Genting

menunjukkan kompleksitas yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan

masyarakat. Secara filosofis, sistem ini berlandaskan pada prinsip "Ndek jadi
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anak janten anak batinu rio soto rio ginggang” yang merefleksikan
keseimbangan dalam tatanan masyarakat matrilokal. Filosofi ini bukan
sekadar ungkapan, melainkan pandangan hidup yang mengatur hubungan
antara laki-laki dan perempuan dalam konteks perkawinan adat.

Dalam perspektif sejarah, penetapan uang adat muncul sebagai solusi
untuk mencegah terjadinya “hukum rimba” dalam perkawinan di masa
lampau. Evolusi sistem ini terlihat dari perubahan signifikan dalam
mekanisme pembayaran, di mana sistem jaminan uang yang dahulu berlaku
telah bertransformasi menjadi sistem denda adat yang lebih terstruktur.
Perubahan ini menunjukkan kemampuan adaptasi adat terhadap dinamika
zaman tanpa kehilangan esensi dasarnya.

Dari sisi sosial, uang adat terbukti efektif sebagai instrumen kontrol
sosial yang menjaga keharmonisan masyarakat. Sistem ini tidak hanya
mengatur aspek perkawinan finansial, tetapi juga memperkuat ikatan sosial
antarwarga dan memastikan komitmen terhadap nilai-nilai adat yang telah
diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan uang adat menjadi pengikat
moral yang menghubungkan individu dengan komunitas adatnya.

Secara ekonomi, besaran uang adat telah mengalami penyesuaian yang
mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat. Dimulai dari nominal Rp
6.000 di tahun 1990 hingga mencapai Rp 600.000 di tahun 2008, penyesuaian
ini mencerminkan respon adaptif terhadap perubahan nilai mata uang dan

kondisi ekonomi masyarakat. Yang lebih penting, penggunaan dana ini untuk
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kepentingan bersama dan pembangunan desa menunjukkan dimensi ekonomi
komunal yang kuat dalam sistem adat.

Dalam konteks keagamaan, terdapat upaya berkelanjutan untuk
mengharmoniskan praktik uang adat dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
Meskipun muncul kekhawatiran tentang potensi pembebanan yang
memberatkan, sistem ini tetap dipandang sebagai 'urf (kebiasaan adat) yang
dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Dialog antara tokoh
adat dan tokoh agama terus berlangsung untuk memastikan keselarasan ini
tetap terjaga.

Dari segi administrasi, sistem uang adat telah memberikan kontribusi
positif dalam menciptakan tertib administrasi perkawinan di desa. Pencatatan
yang jelas dan sistematis membantu dalam dokumentasi sejarah perkawinan
dan memudahkan penyelesaian berbagai urusan administrasi yang berkaitan
dengan perkawinan di kemudian hari.

Kompleksitas sistem uang adat ini menunjukkan bahwa praktik tersebut
bukan sekedar transaksi finansial, melainkan perwujudan dari sistem nilai
yang kompleks yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Keberhasilannya
dalam bertahan hingga saat ini membuktikan bahwa sistem ini mampu
beradaptasi dengan perubahan zaman sambil tetap mempertahankan fungsi
sosialnya yang penting dalam masyarakat matrilokal.

Analisis multidimensi ini menunjukkan bahwa sistem uang adat di Desa
Pendung Talang Genting merupakan contoh bagaimana tradisi lokal dapat

bertahan dan berkembang dalam konteks modern, sekaligus tetap
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mempertahankan nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar identitas
masyarakat. Keberhasilan sistem ini dalam mengintegrasikan berbagai aspek
kehidupan masyarakat - dari filosofis hingga administratif - menjadikannya
model yang menarik untuk dipelajari dalam konteks pelestarian dan adaptasi
nilai-nilai tradisional di era modern.

Sistem penetapan uang adat berbasis matrilokal di Desa Pendung
Talang Genting merupakan praktik budaya yang kompleks dengan berbagai
dimensi sosial, ekonomi, dan keagamaan. Meski menghadapi tantangan
modernisasi dan kekhawatiran terhadap pembebanan ekonomi, sistem ini
tetap dipandang sebagai mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan
sosial dan identitas budaya masyarakat. Keberhasilannya dalam bertahan
hingga saat ini menunjukkan kemampuan adaptasi sistem adat terhadap
perkembangan zaman, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai esensialnya.

. Praktik penerapan uang adat berbasis matrilokal dalam tradisi
perkawinan dalam perspektif hukum Islam di Desa Pendung Talang
Genting

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa praktik
penerapan uang adat dalam tradisi perkawinan di Desa Pendung Talang
Genting memiliki karakteristik yang unik karena didasarkan pada sistem
matrilokal. Sistem ini menempatkan pihak perempuan sebagai pemegang
otoritas dalam penetapan besaran dan penggunaan uang adat. Sebagaimana
diungkapkan oleh adat ), mengungkapkan bahwa:

"Uang adat dalam perkawinan di desa kami mengikuti aturan yang telah

diwariskan secara turun-temurun. Besarannya ditentukan oleh pihak

keluarga perempuan melalui musyawarah adat yang melibatkan ninik
mamak dan tengganai rumah."
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Penetapan uang adat dilakukan melalui beberapa tahapan yang
melibatkan unsur-unsur adat, yaitu: 1). Musyawarah Keluarga Besar (Rapat
Niniak Mamak) Tahap ini merupakan pertemuan internal keluarga besar
pihak perempuan untuk menentukan besaran uang adat yang akan diminta
kepada pihak laki-laki. 2). Penyampaian Permintaan (Batanyo) Hasil
musyawarah keluarga kemudian disampaikan kepada pihak laki-laki melalui
proses batanyo yang dilakukan oleh juru runding (talangkai). 3). Negosiasi
dan Kesepakatan (Mufakat) Proses negosiasi dilakukan hingga tercapai
kesepakatan antara kedua belah pihak tentang besaran uang adat.

Berdasarkan dari hasil ‘wawancara dengan Tokoh Adat (Depati
Mulkan), mengungkapkan bahwa:

"Dalam praktik penerapan uang adat di desa kami, besaran yang

berbeda antara laki-laki dan perempuan memiliki makna filosofis yang

dalam. Ini bukan diskriminasi, melainkan bentuk perlindungan terhadap
sistem kekerabatan matrilokal yang telah ada sejak zaman nenek nenek
moyang. Uang adat ini juga menjadi jaminan sosial bagi masyarakat
dan digunakan untuk kepentingan bersama. Kami selalu membuka
ruang musyawarah jika ada keluarga yang mengalami kesulitan dalam

memenuhi kewajiban adat ini." (Wawancara, Hari Senin, Tanggal 06

Januari 2025, Jam 14.15 Wib.)

Pernyataan tokoh adat ini menunjukkan bahwa praktik uang adat
memiliki dimensi sosial yang kuat dan tidak semata-mata bersifat material.
Aspek musyawarah yang disebutkan sejalan dengan prinsip Islam tentang
kemudahan dalam wurusan pernikahan. Namun, perbedaan besaran

berdasarkan gender perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif keadilan dalam

Islam.
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Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Tokoh Agama (Ustadz
Padil), mengungkapkan bahwa:

"Dalam Islam, kita mengenal konsep 'urf atau adat istiadat yang dapat

diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Uang adat ini bisa

disarankan sebagai 'urf selama besarannya tidak memberatkan dan ada
transmisi bagi yang kesulitan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an untuk
memberikan kemudahan dalam urusan pernikahan. Yang perlu
diperhatikan adalah jangan sampai uang adat ini menjadi penghalang
bagi pasangan yang ingin menikah secara sah." (Wawancara, Hari

Senin, Tanggal 06 Januari 2025, Jam 14.15 Wib.)

Pandangan ini mencerminkan upaya mengintegrasikan praktik adat
dengan prinsip-prinsip syariah. Penekanan pada ketidaknyamanan dan
kemudahan menunjukkan kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara
kebutuhan adat dan kemampuan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Tokoh Agama (Ustadz
Zarkasi), mengungkapkan bahwa:

“Praktik uang adat perlu ditinjau dari aspek magqashid syariah (tujuan

syariat). Jika tujuannya untuk kemaslahatan bersama dan tidak

menghalangi tujuan pernikahan, maka bisa diterima. Namun, besaran
yang terlalu tinggi dan pembedaan yang signifikan antara laki-laki dan
perempuan perlu dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip
keadilan dalam Islam.” (Wawancara, Hari Senin, Tanggal 06 Januari

2025, Jam 14.15 Wib.)

Tokoh agama ini memberikan perspektif yang lebih teoritis dengan
menggunakan pendekatan magashid syariah. Ini menunjukkan upaya untuk
menilai praktik adat tidak hanya dari aspek figh semata, tetapi juga dari
tujuan-tujuan yang lebih fundamental dalam syariat Islam

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Tokoh Agama (Ustadz

Padil), mengungkapkan bahwa:
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"Sistem uang adat ini perlu dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam
figh muamalah, ada prinsip 'al-adatu muhakkamah' (adat bisa menjadi
hukum), tapi juga ada prinsip 'la dharara wa la dhirar' (tidak boleh
membahayakan dan tidak boleh membahayakan orang lain). Besaran
uang adat yang terlalu tinggi dapat menyebabkan madharat, terutama
bagi keluarga yang kurang mampu.” (Wawancara, Hari Senin, Tanggal

06 Januari 2025, Jam 14.15 Wib.)

Perspektif ini  menekankan pentingnya keseimbangan antara
penghormatan terhadap adat dan pencegahan dampak negatif. Penggunaan
kaidah-kaidah figh menunjukkan upaya menganalisis praktik adat dalam
kerangka hukum Islam yang lebih luas.

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan praktik perbedaan uang adat
dalam tradisi perkawinan dapat ditinjau dari beberapa ayat berikut: Surah An-
Nisa ayat 59:
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara
kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah
kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman
kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu)
dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Ayat dalam Surah An-Nisa ayat 59 memberikan fondasi penting tentang
ketaatan dan penyelesaian perbedaan pendapat berlandaskan Al-Qur'an dan

Sunnah. Meskipun ayat ini tidak secara langsung membahas uang adat dalam
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perkawinan, prinsip-prinsip di dalamnya dapat diterapkan dalam konteks
tersebut, terutama di masyarakat Desa Pendung Talang Genting yang
menganut sistem matrilokal. Perintah untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil
amri (pemimpin) mengandung makna bahwa praktik adat perkawinan,
termasuk penetapan uang adat, seharusnya tidak bertentangan dengan ajaran
Islam. Dalam konteks masyarakat matrilokal di Desa Pendung Talang
Genting, Kketaatan ini tercermin dalam bagaimana praktik uang adat
dijalankan dengan memperhatikan prinsip penghormatan kepada perempuan,
yang sejalan dengan ajaran Islam tentang memuliakan perempuan. Kedua,
ayat ini menekankan penyelesaian perbedaan pendapat dengan kembali
kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah). Dalam praktik uang adat
perkawinan, ketika terjadi perbedaan pendapat tentang besaran pemberian,
penyelesaiannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti kerelaan
(antaradhin), kemudahan, dan tidak memberatkan. Hal ini menunjukkan
bahwa besaran uang adat seharusnya ditetapkan melalui musyawarah dan
kesepakatan bersama yang mempertimbangkan kemampuan kedua pihak,
bukan sebagai beban yang memberatkan.

Dengan demikian, meskipun Surah An-Nisa ayat 59 tidak secara
eksplisit membahas tentang pemberian dalam pernikahan, prinsip-prinsip
ketaatan, penyelesaian perbedaan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, serta
orientasi pada kebaikan dunia dan akhirat dapat menjadi landasan dalam
memahami dan mempraktikkan uang adat dalam perkawinan, khususnya

dalam sistem matrilokal di Desa Pendung Talang Genting.
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matrilokal.

Ayat selanjutnya adalah Surah Al-Hujurat: 13:
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Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling
mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi
Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."

Ayat ini menyampaikan pesan universal tentang kesatuan umat manusia
dan keragaman yang diciptakan Allah dengan tujuan yang mulia. Ayat ini
membuka dengan seruan kepada seluruh manusia bukan hanya orang
beriman—menegaskan bahwa seluruh umat manusia berasal dari satu sumber
yang sama: seorang laki-laki dan perempuan (Adam dan Hawa). Selanjutnya,
ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku bukan untuk saling merendahkan atau berkonflik, melainkan
"lita'arafu” (agar saling mengenal). Kata "ta'aruf" ini mengandung makna
yang dalam, yaitu saling memahami, menghargai, dan belajar dari keragaman
masing-masing. Keragaman budaya, suku, dan bangsa adalah keniscayaan
yang didesain Allah untuk memperkaya kehidupan manusia.

Dalam konteks perkembangan uang adat perkawinan, Surah Al-Hujurat
ayat 13 memberikan landasan filosofis yang kuat. Perkembangan besaran

uang adat dari Rp 6.000 pada tahun 1990 hingga Rp 1.800.000 saat ini

mencerminkan realitas keragaman yang diakui dalam ayat tersebut.

56



Perubahan nilai ini menunjukkan bahwa tradisi adat bukan sesuatu yang
kaku, melainkan entitas hidup yang beradaptasi dengan perubahan zaman dan
konteks sosial-ekonomi masyarakat. Prinsip "lita'arafu” (agar saling
mengenal) dalam ayat ini sejalan dengan fungsi sosial dari uang adat sebagai
media interaksi antara dua keluarga yang akan bersatu melalui perkawinan.
Proses negosiasi dan kesepakatan tentang besaran uang adat menjadi sarana
untuk saling memahami kondisi masing-masing pihak dan membangun
fondasi hubungan yang saling menghargai.

Dalam konteks uang adat, besaran yang berbeda-beda (dari Rp 6.000
pada tahun 1990 hingga Rp 1.800.000 saat ini) mencerminkan adaptasi
terhadap perkembangan zaman sambil tetap mempertahankan nilai-nilai adat.
Sistem ini juga memberikan perlindungan sosial melalui uang jaminan yang
kini diintegrasikan ke dalam uang denda.

Surah Al-Maidah ayat 2:

~ £

" P /))//’ ~ 7 -~ }\’: 57 /}‘// )1 5//£

e 55 13358 OV sl 32 1302 8 38 Gl (S % it

H L:‘ﬁ_l ,«1&,}’ R ,«//&ﬁ 53 7

il 255 A OV 5515 01535 S e Vgsla N oyl

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran.”

Ayat ini memberikan landasan bagi praktik uang adat yang berbeda

berdasarkan status dan asal pengantin. Perbedaan besaran uang adat

mencerminkan semangat gotong royong dan perlindungan sosial, dimana

uang yang terkumpul digunakan untuk kemaslahatan bersama. Pembebasan
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denda bagi anak laki-laki yang menikah keluar desa menunjukkan
keseimbangan dalam sistem adat yang mengutamakan peran perempuan
sebagai pemilik desa (anak batino).

Berdasarkan dari ketiga ayat tersebut memberikan landasan teologis
bagi praktik perbedaan uang adat yang berlaku di Desa Pendung Talang
Genting, menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya memiliki dimensi sosial-
budaya tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan
keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan bersama.

Namun pelaksanaannya perlu terus dievaluasi untuk memastikan bahwa
praktik tersebut tetap berada dalam koridor ma'ruf dan tidak bergeser menjadi
beban yang memberatkan. Perintah untuk memaafkan dalam ayat ini juga
relevan dalam konteks pemberian keringanan dan kutukan bagi mereka yang
mengalami  kesulitan dalam memenuhi kewajiban adat. Diperlukan
kebijaksanaan para pemangku adat untuk menyeimbangkan antara pelestarian
tradisi dan penyesuaian dengan kondisi kontemporer.

Praktik penerapan uang adat berbasis matrilokal di Desa Pendung
Talang Genting menunjukkan kompleksitas dalam perspektif hukum Islam.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa aspek yang sesuai dengan
hukum Islam dan beberapa aspek yang memerlukan penyesuaian.

Aspek yang sesuai dengan hukum Islam didasarkan pada beberapa
landasan. Pertama, praktik ini sejalan dengan konsep 'urf shahih (adat yang
baik) dalam ushul figh, karena memiliki tujuan untuk kemaslahatan bersama

dan tidak secara fundamental bertentangan dengan syariat. Sistem ini
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didukung oleh kaidah figh “al-adatu muhakkamah” yang mengakui adat
sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan nash yang tegas.

Penggunaan dana untuk kepentingan sejalan dengan prinsip mashlahah
‘ammah dalam Islam. Hal ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh
Bukhari tentang kebolehan praktik yang membawa manfaat bagi masyarakat.
Adanya musyawarah dalam penentuan besaran dan penggunaan dana juga
sesuai dengan prinsip syura dalam Islam. Namun terdapat beberapa aspek
yang memerlukan penyesuaian agar lebih selaras dengan hukum Islam.
Pertama, perbedaan besaran yang signifikan berdasarkan gender (Rp 600.000
untuk laki-laki dan hingga Rp 1.800.000 untuk perempuan) berpotensi
bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Hal ini didasarkan pada
ayat Al-Qur'an yang menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
dalam hal muamalah.

Beban finansial yang berat bagi sebagian masyarakat bertentangan
dengan prinsip taisir (kemudahan) dalam Islam, sebagaimana disebutkan
dalam Surat Al-Bagarah ayat 185. Sanksi sosial yang bagi berat yang tidak
mampu membayar juga bertentangan dengan prinsip “la dharara wa la dhirar”
(tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membahayakan orang lain).
Potensi menjadi penghalang pernikahan bertentangan dengan hadis Nabi yang
memperkuat kemudahan dalam urusan pernikahan. Rasulullah SAW
bersabda: “Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah” (HR. Abu

Dawud).
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, praktik penerapan
uang adat berbasis matrilokal di Desa Pendung Talang Genting memerlukan
reformulasi yang lebih seimbang antara pelestarian nilai adat dan
mengajarkan prinsip-prinsip syariah. Sistem yang ada saat ini memiliki nilai-
nilai positif dalam menjaga keteraturan sosial dan melindungi sistem
kekerabatan matrilokal, namun implementasinya menimbulkan beberapa
permasalahan yang perlu diselesaikan.

Perbedaan besaran uang adat yang signifikan berdasarkan jenis kelamin
dan asal calon pengantin menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi
sebagian masyarakat. Meskipun ada justifikasi adat atas perbedaan ini, namun
diperlukan adanya mekanisme yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi
perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat.

Penggunaan dana untuk kepentingan bersama merupakan aspek positif
yang perlu dipertahankan, namun perlu ada transparansi dan akuntabilitas
yang lebih baik dalam pengelolaannya. Sistem sanksi sosial yang ada saat ini
juga perlu direvisi agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan bagi
masyarakat yang kurang mampu.

Harmonisasi antara praktik adat dan prinsip syariah dapat dicapai
melalui beberapa langkah. Pertama, pembentukan dewan pertimbangan adat-
syariah yang melibatkan tokoh adat dan ulama untuk mengkaji dan
merumuskan sistem yang lebih seimbang. Kedua, pengembangan mekanisme

keringanan dan cicilan yang lebih sistematis. Ketiga, penguatan edukasi
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masyarakat tentang makna filosofis uang adat dan relevansinya dengan nilai-
nilai Islam.

Keberhasilan upaya harmonisasi ini akan bergantung pada keterbukaan
semua pihak untuk melakukan perubahan demi kemaslahatan bersama. Para
pemangku kepentingan adat dan agama perlu bekerja sama dalam mencari
solusi yang dapat menjembatani tuntutan adat dan prinsip syariah. Dengan
demikian, praktik uang adat dapat terus berlanjut sebagai identitas budaya
sambil tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Tantangan terbesar dalam proses ini adalah menyeimbangkan antara
pelestarian tradisi dan penyesuaian dengan tuntutan kontemporer. Diperlukan
kebijaksanaan dan keterbukaan dari semua pihak untuk mencapai hasil yang
optimal. Keberhasilan dalam hal ini dapat menjadi model bagi daerah lain
dalam mengharmoniskan praktik adat dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Praktik penerapan uang adat berbasis matrilokal dalam tradisi
perkawinan di Desa Pendung Talang Genting menunjukkan kompleksitas
dalam perspektif hukum Islam. Menurut Wahyudi (2023:12) dalam
penelitiannya tentang “Harmonisasi Hukum Adat dan Syariat Islam dalam
Perkawinan Matrilineal”, sistem adat matrilokal memiliki karakteristik unik
yang perlu dipahami dalam konteks hukum Islam. Praktik ini membutuhkan
pendekatan yang mempertimbangkan baik aspek syariah maupun kearifan
lokal.

Dalam konteks hukum Islam, Nasrullah (2020:8) dalam bukunya “Adat

dan Syariat: Dialog yang Berkelanjutan” menjelaskan bahwa praktik adat
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dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental
Islam. Aspek penting yang perlu diperhatikan adalah besaran uang adat yang
berbeda berdasarkan gender. Rahmawati (2022:12) dalam artikel “Gender dan
Keadilan dalam Hukum Perkawinan Adat” mengungkapkan bahwa perbedaan
perlakuan berbasis gender dalam praktik adat perlu ditinjau ulang untuk
memastikan keadilan dan kesetaraan yang diajarkan Islam.

Penelitian Azwar (2021:5) tentang "Transformasi Hukum Adat dalam
Masyarakat Muslim Modern™ menemukan bahwa praktik adat yang bertahan
perlu melalui transformasi untuk tetap relevan dengan konteks kontemporer.
Hal ini sejalan dengan temuan di lapangan dimana sistem uang adat di Desa
Pendung Talang Genting telah mengalami beberapa penyesuaian.

Menurut Hamidah (2024:6) dalam “Rekonstruksi Hukum Adat
Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syariah”, praktik adat perlu dikaji
menggunakan pendekatan magashid syariah untuk memastikan tercapainya
tujuan-tujuan syariat dalam pernikahan. Analisis ini penting untuk
menyebarkan dampak sistem uang adat terhadap kemudahan dalam
pernikahan.

Sistem sanksi sosial dalam praktik uang adat juga menjadi perhatian
khusus. Rahman (2023:23) dalam “Sanksi Adat dalam Perspektif Hukum
Islam” menegaskan bahwa sanksi adat harus mempertimbangkan prinsip
kemudahan dan tidak memberatkan yang mengajarkan Islam.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pendung Talang Genting, praktik

penerapan uang adat berbasis matrilokal dalam tradisi perkawinan
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menunjukkan dinamika yang kompleks dalam perspektif hukum Islam.
Sistem yang berlaku saat ini memiliki nilai-nilai positif dalam menjaga
keteraturan sosial dan melindungi sistem kekerabatan matrilokal, namun
beberapa aspeknya memerlukan penyesuaian agar lebih selaras dengan
prinsip-prinsip syariah. Perbedaan besaran uang adat yang signifikan antara
laki-laki dan perempuan, serta antara pernikahan sesama desa dan dengan
orang luar desa, menciptakan tantangan tersendiri dalam perspektif keadilan
Islam. Meskipun ada justifikasi adat untuk perbedaan ini, penerapannya perlu
mempertimbangkan prinsip kemudahan dan keadilan yang diajarkan Islam.

Sistem sanksi sosial yang diterapkan juga perlu ditinjau ulang agar
tidak bertentangan dengan prinsip ‘adamul haraj (menghilangkan kesulitan)
dalam Islam. Diperlukan =~ mekanisme yang lebih fleksibel dan
mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, sambil tetap menjaga
esensi dan fungsi sosial dari praktik uang adat ini.

Harmonisasi antara praktik adat dan syariat Islam di Desa Pendung
Talang Genting memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan
semua pemangku kepentingan. Keberhasilan dalam mencapai keseimbangan
ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengintegrasikan nilai-nilai

adat dan Islam.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah penulis melakukan penelitian serta membahas data hasil yang
diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum depati ninik mamak dalam menetapkan besaran uang adat
berbasis matrilokal dalam tradisi perkawinan di Desa Pendung Talang
Genting

Penetapan uang adat dalam tradisi perkawinan di Desa Pendung
Talang Genting berpijak pada filosofi "Adat bersandi syarak, syarak
bersandi Kitabullah” yang mengintegrasikan hukum adat dengan nilai
Islam. Prinsip "Ndek Jadi anak janten anak batinu rio soto rio ginggang"
menegaskan posisi istimewa perempuan dalam sistem matrilokal.
Penetapannya dilakukan melalui "ruma musyawarah adat te adat" yang
melibatkan empat unsur penting: Imam Adat, Sarak, Tuan Kodi, dan
Depati Ninik Mamak. Besaran uang adat mengalami evolusi dari Rp
6.000 (1990) hingga Rp 600.000-1.800.000 saat ini, dengan diferensiasi
berdasarkan status dan asal pengantin. Sistem ini berfungsi sebagai
mekanisme kontrol sosial dan perlindungan terhadap sistem kekerabatan
matrilokal, dengan fleksibilitas penyesuaian melalui prinsip "musim mata

uang" yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
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2. Praktik penerapan uang adat berbasis matrilokal dalam tradisi
perkawinan dalam perspektif hukum Islam di Desa Pendung Talang
Genting

Praktik Penerapan dalam Perspektif Hukum Islam Praktik
penerapan uang adat di Desa Pendung Talang Genting menunjukkan
kompleksitas dalam perspektif hukum Islam. Beberapa aspek sejalan
dengan prinsip syariah, seperti penggunaan dana untuk kemaslahatan
bersama dan adanya musyawarah dalam penetapannya, yang sesuai
dengan konsep 'urf shahih dan mashlahah ‘ammah. Namun, terdapat
beberapa aspek yang memerlukan penyesuaian, terutama terkait
perbedaan besar yang berdasarkan gender dan beban finansial yang dapat
memberatkan sebagian masyarakat. Hal ini berpotensi bertentangan
dengan prinsip taisir (kemudahan) dan keadilan dalam Islam.

B. Saran-saran
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, berikut adalah beberapa saran
yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemangku kepentingan adat, sangat penting untuk melakukan
evaluasi dan peninjauan kembali terhadap sejumlah besar uang adat yang
terjadi saat ini dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat
secara lebih mendalam.

2. Para pemangku kepentingan adat juga perlu mengembangkan sistem
yang lebih fleksibel dalam bentuk mekanisme pembayaran cicilan atau

keringanan bagi keluarga yang kurang mampu, sehingga tidak menjadi
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anggota. Transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana adat juga
perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Selain
itu, pembentukan dewan pertimbangan adat-syariah dapat menjadi
langkah strategi untuk memastikan pelaksanaan adat tetap sejalan dengan
prinsip-prinsip Islam.

. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog
konstruktif antara tokoh adat dan tokoh agama untuk mencari solusi yang
mengakomodasi kedua perspektif tersebut. Dokumentasi sistematis
terhadap praktik adat perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian nilai-
nilai positif yang terkandung di dalamnya. Pemerintah desa juga perlu
mempertimbangkan pembentukan program bantuan khusus bagi keluarga
yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban adat mereka.

. Masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka
tentang makna filosofis yang terkandung dalam praktik uang adat dan
bagaimana relevansinya dengan nilai-nilai Islam. Partisipasi aktif
masyarakat dalam musyawarah-musyawarah terkait penerapan sistem
uang adat sangat diperlukan untuk memastikan aspirasi semua pihak
dapat terdengar. Masyarakat juga terdorong untuk memberikan masukan-
masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan sistem yang ada.

. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan
untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai dampak sosial
dan ekonomi dari penerapan sistem uang adat ini. Pengembangan model

harmonisasi antara praktik adat dan syariah yang dapat diterapkan di
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daerah lain juga penting untuk diteliti lebih lanjut. Aspek gender dalam
sistem uang adat perlu dikaji lebih dalam dari perspektif hukum Islam
kontemporer untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif

tentang isu ini.
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Lampiran 1

KISI-KISI DAN PEDOMAWAN WAWANCARA

| No. H Kisi-Kisi/Rumusan Masalah H Pertanyaan Penelitian H Informan
Bagaimana dasar depati ninik
mamak dalam menetapkan besaran ||1. Bagaimana sejarah penetapan uang :
1 uang adat berbasis matrilokal dalam |jadat berbasis matrilokal di Desa L?:](i?(h@;j;;%)epatl,
tradisi perkawinan di Desa Pendung ||Pendung Talang Genting?
Talang Genting?
2. Apa dasar pertimbangan dalam Tokoh Adat, Sesepuh
menentukan perbedaan besaran uang D
S esa
adat antara laki-laki dan perempuan?
3. Mengapa ada perbedaan uang adat Tokoh Adat,
untuk perempuan yang menikah
Perangkat Desa
dengan orang luar desa?
4. Bagaimana proses musyawarah Tokoh Adat,
dalam menetapkan besaran uang adat? |Perangkat Desa
5. Apa tujuan dari penetapan uang Tokoh Adat, Sesepuh
adat yang berbeda ini? Desa
Bagaimana praktik penerapan uang
adat berbasis matrilokal dalam tradisi||1. Bagaimana pandangan Islam
2 perkawinan dalam perspektif hukum |terhadap perbedaan uang adat dalam |[Pemuka Agama
Islam di Desa Pendung Talang perkawinan?
Genting?
2. Apakah praktik uang adat ini Pemuka Agama,

sejalan dengan prinsip keadilan dalam
Islam?

Tokoh Adat

3. Bagaimana dampak penerapan uang
adat ini terhadap pasangan yang akan
menikah?

Pasangan yang
Menikah, Orang Tua
Pengantin

4. Bagaimana pengalaman keluarga
dalam menghadapi ketentuan uang
adat ini?

Orang Tua Pengantin
(kedua pihak)

5. Apakah ada alternatif solusi yang
bisa diterapkan agar sesuai dengan
syariat Islam?

Pemuka Agama,
Tokoh Adat
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Lampiran 2

Daftar Informan

No Nama Jabatan
Usman Kepala Desa

1 Hatim Surya Sekretaria Desa

2 Mulkan Depati

3 Aminullah Ninik Mamak
Padil dan Zarkasi Tokoh Agama

4 Rodia Putri dan Nurbiah Masyarakat

5 Ica Masyarakat

6 Nadra dan Yurus Masyarakat

7 Sortini Masyarakat
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Lampiran 3

itian

Penel

Dokumentas

Gambar 1. Wawancara dengan Tokoh Adat

72



7 \ { . B

Gambar 2. Wawancara dengan Tokoh Adat

Gambar 3. Wawancara dengan masyarakat



Gambar 4. Wawancara dengan masyarakat
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Gambar 5. Wawancara dengan Sekdes
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Memperhatikan
Memberikan izin kepada

Untuk
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Tempat Penelitian
Waktu

Dengan Ketentuan
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Nomor : 071/ 482 Kesbang-Pol/X1/2024

Surat dari AN Nomor . B.346/In.31/PP.00.9/11/2024

Tanggal : 18 November 2024 Perihal  Izin Penelitian

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan
llmu Pengetahuan dan Teknologi;
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Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Organisasi
Asing;

3. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan
Rekomendasi Penelitian;

4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabuaten kerinci sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci;

5.

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Uraian Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kerinci.

Proposal yang bersangkutan

Nomor Urut : 483

Nama : YULYA SYUHADA
NIM/NPM :2110101021

Agama : ISLAM

Pekerjaan :PNS

Fakultas/Jurusan  : Hukum Keluarga Islam
Kebangsaan : INDONESIA

No HP : 0822 8290 7038

Alamat : Desa Pendung Talang Genting

Mengadakan Penelitian

PERAN EMBANG DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN PADA MASYARAKAT KERINCI
Desa Pendung Talang Genting

18 November 2024 s/d 18 Desember 2024

1.

2
3

Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu melaporkan kepada Kaban/Kadis/Kakan/Instansi yang
bersangkutan untuk mendapat petunjuk seperlunya.

Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan dan adat istiadat yang berlaku ditempat penelitian.

Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian dimaksud.

Laporan Hasil Penelitian disampaikan kepada Bupati Kerinci melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Kerinci dan
disampaikan kepada OPD dan atau Lembaga yang menjadi Objek Penelitiannya.

Tidak menggunakan Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu
kestabilan Pemerintah.

Tetap patuh dan mentaati protokol kesehatan selama melaksanakan penelitian.

Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini akan dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan
tersebut diatas.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampalkan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kerinci (sehagai laporan)
2. Sdr. Kepala Desa Pendung Talang Genting

3. Sdr. Yang bersangkutan

BUKIT TENGAH, 18 November 2024/ 11 Jumadil Awal 1446 H
An.  KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KERINCI

Kabit Politik Dalam Negeri

$) NOVIANTO, .1
NIP . 19840916 201101 1 004
Sertfibat Elchroni ini diterbithan olch Badan Sevifikasi Elckisondk (BSE) -
Badan Sibor dan Sandi Negara Ropublik Indoocaia
%
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PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

KECAMATAN DANAU KERINCI
“ DESA PENDUNG TALANG GENTING

37172
Alamat - Jalan Masjid Tagwa RT 01 Kode Pos

Nomor : 141/018/PTG-KD/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau

Kerinci Kabupaten Kerinei dengan ini menerangkan bahwa ;

Nama " YULYA SYUHADA

NIM 22110101021

Fakultas : Syari’ah

Program Studi . Hukum Keluarga Islam .

Judul - Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Uang Adat Berbasis

Matrilokal dalam Tradisi Perkawinan di Desa Pendung Talang Genting,

Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci

Nama yang tersebut di atas benar telah selesai mengadakan Penelitian / Risert di Desa Pendung
Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dari tanggal 18
November 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025 dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir
Mahasiswa dengan judul : Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Uang Adat Berbasis Matrilokal
dalam Tradisi Perkawinan di Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci,
Kabupaten Kerinci.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenmarnya untuk dapat dipergunakan

seperlunya. Terima kasih.

: Pendung Talang Genting
. 06 Maret 2025
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